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ABSTRAK

Nama : JAWIRUDDIN

NIM : 190104105

Fakultas/prodi : Syari ah dan Hukum/Hukum Pidana Islam

Judul Skripsi : Penegakan Hukum Tindak Pidana Khamar Oleh
Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Singkil

Tebal Skripsi : 60 Halaman

Pembimbing I : Dr. Kharizzaman, M.Ag

Pembimbing 11 : Riadhus Sholihin, M.H

Kata Kunci : Penegakan, Hukum, Wilayatul Hisbah, Khamar

Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil telah melaksanakan kewenangannya
dalam penegakan hukum serta pengawasan terhadap Syariat Islam khususnya
tentang Khamar. Sejauh berjalannya waktu penegakan ini belum berjalan
sebagaimana yang diharapakan karena masih ditemukan pelanggaran terhadap
Khamar. Oleh karena itu Wilayatul Hisbah adalah salah satu lembaga yang
bertugas dan berwenang pada penegak Syariat Islam, namun sudah ada Qanun
dan Aparat Hukum tetapi pada kenyataanya pelanggran dan penyimpangan
kerap terulang. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis penegakan hukum
tindak pidana Khamar Wilayatul Hisbah dalam mengurangi Khamar di Aceh
Singkil. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana tingkat
penegakan hukum oleh Wilayatul Hisbah dalam mengurangi Khamar di Aceh
Singkil dan faktor apa yang menjadi hambatan serta strategi Wilayatul Hisbah
dalam mengurangi Khamar di Kabupaten Aceh Singkil. Metode penelitian pada
skripsi ini adalah metode penelitian deskritif, jenis penelitian kualitatif, sumber
data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Selain itu juga
dilakukan wawancara dengan, WH, DSI, Tokoh Agama, dan Tokoh Masyarakat.
Hasil penelitian dalam skripsi ini tingkat penegakan hukum terhadap tindak
pidana Khamar oleh Wilayatull Hisbah dalam mengurangi Khamar belum
sepenuhnya efektif di karenakan beberapa faktor yang menjadi hambatan seperti
faktor internal yakni kurangnya anggaran dapat mempengaruhi Wilayatul
Hisbah dalam melaksankan kewenanganya serta sumber daya manusia yang
masih kurang juga menjadi tolak ukur perkembangan Wilayatul Hisbah dalam
pelaksanaan syariat Islam secara kaffah khususnya mengurangi Khamar dan
faktor eksternal yakni kurangnya pemahaman masyarakat dan kurangnya
perlindungan pemerintah terhadap Wilayatul Hisbah. Penegakan hukum
terhadap Wilayatul Hisbah dalam mengurangi Khamar di kabupaten Aceh
Singkil masih belum sepenuhnya efektif karena luasnya wilayah tidak dapat
menjangkau keseluruhan tempat dengan kurangnya pos penghubung di beberapa
kecamatan yang ada di Aceh Singkil, tidak adanya kepastian jadwal yang tertib
dalam pelaksanaan patroli kesegala tempat yang dicurigai pelanggaran.
Sehingga pengawasan Wilayatul Hisbah tidak efektif.
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TRANSLITERASI

Dalam skripsi ini banyak terdapat istilah yang berasal dari bahasa Arab ditulis
dengan huruf latin, oleh karena itu perlu pedoman untuk membacanya dengan
benar. Pedoman Transliterasi yang penulis gunakan untuk penulis gunakan
untuk penulisan Arab adalah sebagai berikut

1. Konsonan

No | Arab Latin Ket No | Arab | Latin Ket
1 \ Tidak 16 | b t t dengan titik
dilambangkan di bawahnya
2 < B 17 | b z z dengan
titik di
bawahnya

3 < T 18| ¢ ‘
4 & S| S dengan titik | 19 ¢ Gh

dibawahnya
5 z J 20 | < F
6 z h H dengan 21 3 Q

titik di
bawahnya

7 ¢z Kh 22| 4 K
8 2 23 J L
9 3 Z z dengan titik | 24 | - M

di bawahnya
10 | L R 25 O N
11 5 4 26 5)
12 | o S 27 3 H
13 | & Sy 28 ¢ :
14 | o= S s dengan titik | 29 ¢ Y

di bawahnya
15| o= d d dengan titik

di bawahnya
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2. Konsonan
Vocal bahasa arab, seperti vocal bahasa Indonesia, tediri dari vocal

tunggal atau monoftong dan vocal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal
Vocal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat,

transliterasinya sebagai berikut:

Tanda Nama Huruf Latin
Fathah A
Kasrah I
} Dhammah U

2) Vokal Rangkap
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara

harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf Nama Huruf dan Tanda
$5 Fathah dan Ya Ai
95 Fathah dan Wau Au
Contoh
S = kaifa
Js = haula
3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,

transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf Nama Huruf dan Tanda
/1 Fathh dan alif dan ya A
< Kasrah dan Ya 1
5 Dammah dan ya U




Contoh:
Jé = gala
& = rama
&2 = qila

Jsks - yagiilu

4. Ta Marbuatah (¢)

Transliterasi untuk ta marbuah ada dua.

a. Ta Marbutah (3) hidup
Ta Marbutah (3) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah, dan

dammabh transliterasnya adalah t.

b. Ta Marbutah (8) mati
Ta Marbutah(3) mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah

h.

c. Kalua pada suatu kata yang akhir huruf ta marbutah (8)diikuti oleh kata
yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah
ma ta marbutah (8) itu dirumuskan dengan h.

Contoh

k¥4 ) = raudha al-atfal/ raudhatulatfar
w.ud\du.a:.& = al- Madinah al-munawwarah/ al-madinatul munawwarah

451k = Talhah



Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa
transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya
ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.

2. Nama Negara dan Kota ditulis menurut ejaan bahasa Indonesia, seperti
Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.

3. Kata-kata yang sudah di pakai (serapan) dalam kamus bahasa arab.

Xi
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BAB SATU
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Hukum minum minuman keras (Khamar) adalah haram, baik diminum
sedikit maupun banyak. Minuman keras atau Khamar dari dulu sampai sekarang
sering dibicarakan dalam masyarakat, tidak hanya di Indonsesia, bahkan di
seluruh belahan dunia mengenal minuman keras (disebut Khamar). Di Indonesia
sendiri terdapat berbagai jenis minuman keras yang memiliki berbagai nama
tergantung dari bahan, kegunaan serta kadar alkohol dari minuman itu sendiri
seperti tuak, arak, ballo, lapen, cap tikus dan lain lain. Di belahan eropa ada
anggur, wiski, tequela. Begitu pula dengan jepang terdapat minuman keras yang
khas yaitu sake.

Khamar adalah minuman yang dapat memabukkan dan menghilangkan
kesadaran apabila dikonsumsi atau diminum dapat menyebabkan kegangguan
pada kesehatan dan daya pikir seseorang yang mengonsumsinya.! Sebenarnya,
dampak negatif mengkosumsi Khamar tidak hanya terbatas pada hal di atas,
tetapi juga pada agama, keturunan, dan harta benda. Dampak negatif pada
agama adalah, dengan mengonsumsi Khamar, maka orang menjadi tidak patuh
pada perintah Allah, misalnya enggan mengerjakan sholat dan ibadah lainya.
Termasuk menjadi terbiasa melakukan larangan-larangan Allah, karena dengan
mengonsumsi Khamar maka kejahatan-kejahatan lanjutan akan dengan mudah
dilakukan. Dengan demikian, maka dapat membahayakan keberlangsungan
pelaksanaan syariat.

Adapun dampak negatif pada keturunan adalah, dengan mengonsumsi
Khamar terlebih pada pecandu Khamar maka keturunan yang lahir dari orang

tua yang gemar mengkonsumsi Khamar akan menjadi keturunan yang lemah

1Aman, dkk. Penerapan Qanun No 12 Tahun 2003 Tentang Minuman Khamar, Jurnal
Hukum Kaidah, Vol. 21, No. 3, (September 09 2015), him. 483.
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akalnya, dan tidak menutup kemungkinan juga akan menjadi generasi peminum
Khamar seperti orang tuanya. Sedangkan dampak negatif pada harta benda
adalah, dengan mengonsumsi Khamar maka keuangan yang dipakai untuk
membeli Khamar tentu akan menjadi pengeluaran yang tidak mendatangkan
mamfaat. Terlebih jika sudah menjadi pecandu, maka kebutuhan untuk membeli
Khamar yang tidak mendatangkan mamfaat itu akan dapat mengalahkan
kebutuhan prioritas yang harus dipenuhi seperti untuk sandang pangan lainya.?

Didalam Qanun Propinsi Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum
Jinayat pada pasal 1 ayat 21 menyebutkan Khamar Adalah minuman yang
memabukkan dan/atau mengandung alkohol dengan kadar 2% (dua persen) atau
lebih.® Mengonsumsi Khamar dan sejenisnya merupakan pelanggaran terhadap
syariat Islam, merusak kesehatan, akal sehat dan bisa kehidupan masyarakat dan
berpeluang menimbulkan maksiat lainnya. Sesuai dengan syariat Islam, Aceh
telah menerapkan hukuman yang berbentuk hudud bagi peminum Khamar, yaitu
berupa hukuman hudud 40 kali cambuk, ini selaras dengan hukuman had yang
dikenakan kepada peminum Khamar di zaman Rasulullah Saw, dan Sayyidina
Abu Bakar ra, yangmenjatuhkan hukuman 40 kali cambukan, dan itu merupakan
salah satu bentuk hukuman had kepada yang melakukannya.

Secara fitrahnya, Allah meciptakan manusia untuk melaksanakan segala
perintahnya dan menjauhi larangan Allah SWT. Dan berpedoman pada hukum
karena hukum merupakan aturan tentang tingkah laku manusia. Dengan
keberadaan hukum manusia dapat mewujudkan tujuan dari arah hidup itu sendiri
dan perlu ada kesadaran hukum masing-masing. Kesadaran pada hukum

merupakan faktor menuju efektivitas hukum dalam kehidupan masyarakat pada

2Arif Jamaluddin Malikb, “Sejarah Sosial Hukuman Peminum Khamar’. Jurnal Hukum
Dan Perundangan Islam Vol. 3, No 1, April 5, 2013, him. 50.

3Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat pasal 1 bagian 21.

“Syarifuddin Usman, “Tindak Pidana Minuman Khamar Dalam Qanun Provinsi Aceh
No. 12 Tahun 2003”. Jurnal Hukum Pidana dan Politik Hukum, Vol. 1 No. 2, Januari-Juni 2012,
him. 16.



umumnya. Kesadaran hukum dapat membuat orang akan akan patuh terhadap
hukum atau mentaati hukum dan jika aturan itu ditatai oleh sebagian besar maka
dapat dikatakan bahwa aturan hukum tersebut adalah efektif. Jadi terdapat
hubungan yang erat antara kesadaran hukum, ketaatan hukum dan efektifitas
hukum, sehingga dalam membicarakan efektifitas hukum tidak bisa
mengabaikan unsur-unsur tersebut.®

Sebagaimana diketahui hukum memiliki fungsi-fungsi sebagai ukuran
tingkah laku yang harus ditaati setiap orang melakukan hubungan sesama, alat
mengubah masyarakat ke arah lebih, secara per individu maupun dalam
bermasyarakat (as a tool of social egnineering); alat kontrol bagi tingkah laku
dan perbuatan masing-masing tidak melakukan pelanggaran yang melawan
norma hukum itu sendiri, melawan norma agama, dan melawan norma susila.
Serta menciptakan ketertiban dan perubahan masyarakat dengan cara
memperlancar proses interaksi sosial dan pendorong bagi perubahan kehidupan
masyarakat (as a facility on human interaction). Keberlangsungan fungsi-fungsi
tersebut meniscayakan hukum yang dinamis, selalu mengikuti perkembangan
dan perbubahan zaman, serta dinamika kehidupan bermasyarakat. Hukum dibuat
untuk kepentingan dan kebutuhuhan manusia sesuai kondisi dan situasi, waktu
dan tempatnya. Karena perubahan hukum merupakan sesuatu yang wajar,
hukum yang lama diganti dengan hukum yang baru.®

Tetapi kehidupan manusia terkadang dapat mengherankan, banyak
manusia yang sudah menyimpang. Kehidupan yang seharusnya selaras dengan
fitrahnya suci malah mereka nodai dengan penyimpangan demi penyimpangan
sehingga kehancuran, kerusakan dan kehinaan menyelimuti kehidupan mereka.

Allah memberikan manusia akal sehingga bisa memikirkan hal-hal yang baik

SMuhammad Yusuf, “Efektivitas Hukum Jinayat di Aceh”. Jurnal Hukum Keluarga
Dan Hukum Islam, Vol. 3, No1, Januari-Juni 2019, him. 119-120.

®Melayu Arifin Husnul, dkk. “Syariat Islam Dan Budaya Hukum Masyarakat Di Aceh”.
Jurnal Media Syari’at, Vol. 23, No. 1, 2021, hlm. 58-59.



dan bermanfaat, tapi terkadang karena hawa nafsunya terjebak kedalam mabuk-
mabukan.

Untuk merealisasikan Qanun yang telah disusun, diperlukan adanya
suatu lembaga. Di aceh lembaga tersebut dikenal dengan nama Wilayatu
Hisbah. Wilayatul Hisbah adalah unsur penegak syariat Islam yang ada di Aceh.
Lembaga Satpol PP dan WH diberikan hak serta kewenangan untuk
menertibkan, membina, mengawasi Syariat Islam baik individu, maupun
masyarakat dengan bentuk menegur, nasihat dan lain-lain. Upaya yang telah
dilakukan oleh Satpol PP dan WH untuk meminimalisir minuman Khamar di
Aceh Singkil yaitu melakukan pengawasan dengan patroli dan razia yang
dicurigai oleh warga sekitar yang menimbulkan telah melakukan pelanggaran
syariat Islam. Akan tetapi pada nyatanya sudah ada Qanun dan Aparat namun
dalam perlaksanaanya ada hambatan/tantangan sehingga wewenang Wilayatul
Hisbah itu tidak efektif karena itu saya menarik untuk meneliti lebih lanjut.

Berdasarkan data hasil survei halaman publik yang dipublikasikan pada
website serambi news.com jum’at, 26 agustus 2022 bahwasanya karnius warga
Gunung meriah, Kabupaten Aceh Singkil, Provinsi Aceh, dieksekusi hukuman
cambuk sebanyak 40 kali, lantaran terjaring razia menjual Tuak (Khamar) jelang
idul firti 1443 Hijriah lalu.” Eksekusi cambuk dilakukan Kejaksaan Negeri
Aceh Singkil dengan algojo dari Dinas Satpol PP dan WH Aceh Singkil, di
Rumah Tahanan (Rutan) Kelas Il B Singkil. Karnius diputus bersalah karena
melanggar Pasal 16 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum
Jinayat oleh Mahkamah Syariah Aceh Singkil. Kasus ini merupakan yang kedua
kalinya di cambuk setelah kejadian 2019 lalu sebagai penjual tuak.

Dengan terjadi kasus tersebut Satpol PP dan WH, tersangka di tangkap
karena Satpol PP dan WH menjalankan tugasnya berpedoman pada peraturan
Bupati Aceh Singkil Nomor 27 dan 28 tahun 2017 terkait tentang petunjuk

"https://www.google.com/amp/s/aceh.tribunnews.com/amp/2022/08/27 /video-kasus-
yang-sama-terpidana-khamar-di-singkil-kembali-dicambuk-40-kali



teknik standar operasional prosuder pengawasan syariat Islam Satpol PP dan
WH dan penegakan perundang-undangan daerah Kabupaten Aceh Singkil, serta
penegakan dalam jarimah Khamar menurut Qanun Aceh nomor 6 Tahun 2014
mengenai hukum jinayah di mana lembaga Wilayatul Hisbah ialah lembaga
yang melakukan pengawasan terhadap peredaran dan penyebaran minuman
Khamar, serta dibantu penyidikan oleh pihak kepolisian juga menerima barang
bukti dari Satpol PP dan WH Aceh Singkil yang diperjual belikan atau
melakukan peredaran.

Tugas dari Wilayatul Hisbah di provinsi Aceh sebelumnya di atur dalam
dalam Pergub Nomor 47 tahun 2008 tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi
Pamong Praja dan Wilyatul Hisbah Aceh kemudian di cabut dan dinyatakan
tidak diberlakukan lagi, oleh sebab itu dengan terbitnya Peraturan Gubernur
Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentan kedudukan, susunan organisasi, tugas,
fungsi, dan tata kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh
sebagai tindak lanjut Qanun Aceh Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan
dan susunan Perangkat Daerah Aceh.

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh
sebagaimana tercantum dalam pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun
2016 adalah melaksankan urusan pemerintahan dan pembangunan dibidang
penegakan Perda/Qanun, Perlindungan Masyarakat, ketertiban umum,
ketentraman masyarakat dan pelaksanaan syariat Islam.

Untuk mencapai tujuan Syariat Islam di Aceh secara kaffah memiliki
kewenagan dalam membagun, mengawasi, serta mengatur daerah berdasarkan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 terakait implementasi dan
keistimewaan Aceh dan tentang pemerintahan Aceh dalam menjalankan Syariat
Islam. Salah satu keistimewaan yang dimiliki Aceh yaitu pelaksanaan serta
penerapan syariat Islam di dalam peraturan yang telah ditetapkan melalui

Qanun, pelaksanaan Syariat Islam, dan Qanun Jinayah.



Berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah
memliki peraturan yang mengatur kenakalan atau kejahatan, serta berisikan
sanksi bagi pelanggar, baik dalam hukum cambuk dan denda.

Dengan adanya suatu peraturan Qanun yang telah ditetapkan, seharusnya
masyarakat telah meninggalkan larangan larangan yang ada dalam Qanun
tersebut. Tetapi pada kenyataannya masih banyak masyarakat melanggarnya
Khusunya di bidang Khamar yaitu dengan mengonsumsi Khamar, ini bukan
terjadi kepada orang dewasa saja tetapi remaja dan bahkan sampai kepada
pelajar, masih belum bisa meninggalkan barang-barang haram tersebut.

Lembaga Wilayatul Hisbah adalah suatu lembaga yang berwenang dalam
pelaksanaan Syariat Islam di Aceh terutama dalam pengawasan minuman
Khamar yang dilaksanakan melalui lembaga Satpol PP dan WH secara tegas
dalam menerapkan prinsip dan Penegakan di bidang syariat Islam di Aceh.
Demikian lembaga Satpol PP dan WH diberikan hak kewenangan untuk
menertibkan, membina, mengawasi, menegur, menasehati, penyidikan bagi
PPNS dan lainya.

Namun dalam praktek lapangan, Wilayatul Hisbah ini belum mampu
menjawab dan menyelesaikan semua permasalahan yang ada di tengan-tengah
masyarakat Kabupaten Aceh Singkil serta tempat-tempat lainya yang jarang di
perhatikan oleh Wilayatul Hisbah, sehingga masyarakatpun banyak
mempertanyakan fungsi dan keberadaan Dinas Syariat Islam terutama lembaga
Wilayatul Hisbah.

Di Kabupaten Aceh Singkil telah berlangsung kependukan setelah
berdirinya pada 23 tahun lebih, secara fenomenologi prilaku masyarakat selama
ini masih banyak yang menyimpang dari syariat Islam itu sendiri dan tidak
mengalami perubahan, bahkan menunjukkan indikasi yang mengkhawatirkan
dan peningkatan persentase penyimpangan. Baik ketika mereka ada di lembaga
atau diluar, seperti beberapa kasus yang ditemukan di antaranya Khamar dan

sejenisnya.



Untuk itu, sejatinya Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil harus
mampu memainkan sebagai lembaga yang berperan mengkoordinir dan
mensosialisasikan segala sesuatu yang berkaitan dengan kualitas kelslaman di
kabupaten ini. Upaya yang telah dilakukan oleh lembaga Satpol PP dan WH
untuk meminimalisir minuman Khamar di Aceh Singkil yaitu melakukan
pengawasan dengan patroli dan razia berdasarkan kewenangannya.

Pada saat ini efektivitas kewenangan Wilayatul Hisbah dalam
mengurangi Khamar serta mengingat pelaksanaan Syariat Islam di Kabupaten
Aceh Singkil belum optimal, maka Wilayatul Hisbah harus ekstra untuk
meningkatkan pelaksanaan syariat Islam di Kabupaten Aceh Singkil ini. Untuk
itu perlu adanya evaluasi kedepannya bagi Wilayatul Hisbah agar kedepannya
Wilayatul Hisbah menjadi lebih baik lagi di mata masyarakat Aceh Singkil.

Berdasarkan uraian tersebut permasalahan dalam penelitian ini bahwa
penulis tertarik bagaimana efektifitas kewenangan wilayatul hisbah dalam
mengurangi atau meminimalisir Khamar serta tantangan apa saja dalam
menjalankan tugas dan fungsi Wilayatul Hisbah dalam penegakan Syariat Islam
bisa terlaksana dengan baik, dan dampaknya bisa dirasakan oleh masyarakat
Aceh Singkil. Maka Oleh sebab itu penulis membuat sebuah penelitian yang
menfokuskan pembahasan penelitian yang berjudul: “Penegakan Hukum
Tindak Pidana Khamar oleh Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Singkil”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah sebelumnya, dapat ditarik beberapa
pertanyaan penelitian dengan rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana tingkat penegakan Hukum terhadap tindak pidana Khamar
oleh Wilayatul Hisbhah di Kabupaten Aceh Singkil?
2. Faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan strategi Wilayatul Hisbah
dalam penegakan tindak pidana Khamar di kabupaten Aceh Singkil?



C. Tujuan Penelitian
1. Untuk mengetahui bagaimana tingkat Penegakan Hukum Tindak Pidana
Khamar oleh Wilayatul hisbah supaya masyarakat mempertimbangkan
bahwa minuman Khamar dan sejenisnya tidak baik untuk dilakukan.
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang menjadi hambatan dan Strategi
Wilayatul Hisbah dalam penegakan tindak pidana Khamar di Aceh
Singkil.

D. Kajian Pustaka

Berdasarkan penelusuran penulis dijurnal, pustaka maupun di google,
penulis mendapatkan ada beberapa kajian yang memiliki keterkaitan antara
penelitian yang penulis kaji dengan penelitian-penelitian terdahulu, diantaranya
yaitu:

Pertama, Skripsi yang berjudul “Peran dinas syaraiat Islam dalam
mencegah Khamar dan sejenisnya di kota subulussalam”. hasil karya dari halim
syahputra, Fakultas Syari’ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sumatera
Utara, Medan Tahun 2017. Adapun perbedaan penelitian tersebut dengan
penelitian yang akan penulis kaji terdapat pada lembaga dan tempat penelitian
dan fokus kepada lembaga wilayatul hisbah karna tugas dan fungsi penegak
syariat Islam sudah beralih ke Pergub No 47 tahun 2008. Pada penelitian ini
membahas mengenai Penegakan Hukum tindak pidana Khamar oleh Wilayatul
Hisbah di Kabupaten Aceh Singkil serta hambatan dan strategi dalam
mengekakkan syariat Islam.

Kedua, Skripsi yang berjudul “Tindak Pidana minum minuman keras
(Khamar) dalam perspektif hukum pidana positif dan hukum pidana Islam” hasil
karya dari Predi Widiansyah, Fakultas hukum universitas muhammadiyah
magelang, magelang 2019. Yang membedakan dengan penulis adalah bahwa
penulis fokus dalam tugas pokok dan fungsi suatu lembaga yaitu Wilayatul
Hisbah.



Ketiga, Skripsi yang berjudul “bahaya Khamar dalam perspektif al-quran
dan kesehatan” hasil karya dari Affandi Wijaya, Fakultas ushuluddin dan studi
Islam universitas Islam negeri sumatera, Medan 2016. Adapun perbedaan
penelitian tersebut dengan penelitian yang akan penulis kaji terdapat pada
tempat penelitian dan fokus. Pada penelitian ini membahas mengenai peraturan
hukum ganun nomor 12 tahun 2003 serta bahanya.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Rizky Fajar Solin yang berjudul
“Efektivitas Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Qanun Aceh (Perpektif
Masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subussalam Provinsi Naggro Aceh
Darussalam)” skripsi UIN Sumatra Utara Medan, Fakultas Syariah dan ilmu
hukum 2018.2 Penelitian ini memberi penjelasan wilayatul hishah ialah suatu
lembaga yang pemerintah bentuk dan digaji, di mana ia memiliki kewenangan
guna mengawasi terlaksananya syari’at Islam serta memberikan tindakan secara
tegas terhadap orang yang melakukan perbuatan kemungkaran serta dinilai
wajib hukumnya dalam memberikan bantuan kepada yang membutuhkan.
Namun yang membedakan dengan penelitian yang peneliti kaji adalah tempat
penelitian berbeda dan lebih kepada penegakan hukum terhadap tindak pidana
Khamar oleh Wilayatul Hisbah dalam mengurangi Khamar.

Kelima jurnal karya Samsul Bahri “Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam
di Aceh” jurnal syariah Universitas Iskandar Muda Banda Aceh 2017.° Dalam
penelitian ini menejelaskan terhadap kewenangan dan legalitas hukum syariat
Islam dan wilayatul hisbah serta wewenang WH dalam Qanun Jinayah Syariah.

Setelah meninjau beberapa kajian terdahulu yang sudah dipaparkan
diatas, dapat ditemukan beberapa kesamaan, baik dalam hal operasional

permasalahan, keyword, maupun kerangka penelitian yang dibangun. Namun

8Rizky Nazar Solin, “Efektivitas Kinerja Wilayatul Hisbah Dalam Qanun Aceh
(Perpektif Masyarakat Desa Belegen Mulia, Kota Subussalam Provinsi Naggro Aceh
Darussalam)” skripsi UIN Sumatra Utara Medan, Fakultas Syariah dan ilmu hukum (Medan:
UIN Sumatra Utara,2018).

9Samsul Bahri Wilayatul Hisbah dan Syariat Islam di Aceh, jurnal Syariah, Vol. IX,
No. 1, Tahun 2017.
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jika dilihat dari variable permasalahan yang dibangun dalam skripsi ini, tidak
sama dengan kajian yang disebutkan diatas, yaitu meneliti bagaimana
penegakan hukum terhadap tindak pidana Khamar oleh Wilayatul hisbah dalam
mengurangi Khamar tepatnya di Kabupaten Aceh Singkil dan kemudian
dikaitkan dengan kupasan terhadap aturan yang sudah ditetapkan dalam aturan
terkait hukum jinayah, sehingga dibutuhkan untuk meneliti bagaimana proses
pengurangan pelanggaran tersebut, dan dianalisa secara yurisudensi dan hukum
terkait. Maka dari itu, dibutuhkan penelitian lanjutan tentang penelitian yang

diajukan.

E. Penjelasan Istilah

Pada penelitian ini dipakai beberapa istilah operasional yang harus
dijelaskan pengertiannya, agar pembahasan nanti tertata dan tidak simpang siur
maka dari itu istilah-istilah yang termasuk dalam judul Skripsi “Penegakan
Hukum Tindak Pidana Khamar oleh Wilayatul Hisbadi Kabupaten Aceh Singkil
adalah berikut ini:

1. Penegakan Hukum

Istilah Penegakan Hukum, maka inti dan arti terletak pada kegiatan
menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah yang
mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk
menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.©

Kaidah-kaidah tersebut kemudian menjadi pedoman atau patokan atau
sikap tindak yang dianggap pantas, atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak
tersebut bertujuan untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan
kedamaian. Demikianlah konkretisasi daripada penegakan hukum. Penegakan

hukum sebagai suatu proses, pada hakikatnya merupakan penerapan diskresi

10Spejono Soekanto, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Raja
Grafindo, Jakarta, 1993, him. 13.
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yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah
hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi.

Dimaksudkan Penegakan Hukum dalam skripsi ini adalah Penegakan
Hukum oleh Satpol PP dan WH merupakan suatu pencapaian suatu tujuan atau
pekerjaan seseorang yang memiliki tugas atau fungsi atau wewenang dalam
suatu organisasi penting untuk pelaksanaan syariat Islam di aceh secara kaffah
dalam penegakan jarimah Khamar, ketertiban, serta ketentraman masyarakat
dengan menjunjung tinggi ketertiban serta memiliki peran penting dalam
perlindungan masyarakat.

2. Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia kewenangan adalah sebagai hak
dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.!* Wewenang artinya
hak dan kekuasaan untuk bertindak atau kekuasaan untuk untuk suatu
keputusan, memerintahkan dan melimpahkan kepada orang yang lain.
Sedangkan arti kewenangan itu sendiri adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai
untuk melakukan sesuatu.

Dimaksudkan dalam kewenangan disini adalah melakukan pemantauan
berdasarkan wewenang terhadap aktivitas-aktivitas yang dilakukan masyarakat
yang bertentangan dengan syariat Islam oleh lembaga Satpol PP dan WH untuk
penyelengraan Qanun atau aturan undang-undang dibidang syariat Islam.

3. Wilayatul Hisbah

Wilayatul Hisbah (WH) merupakan sebuah lembaga resmi negara yang
dibentuk pemerintah dan diatur dalam ganun tentang keberadaan dan lembaran
kerjanya vyaitu untuk melakukan peringatan dan pengawasan terhadap
masyarakat. kedudukan lembaga ini sebagai lembaga dakwah yang secara isnten

dari waktu ke waktu melakukan peringatan terhadap masyarakat agar

Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kamus Besar Bahasa Indonesia, (Jakarta:
Balai Pustaka Jakarta, 1991), him. 170.
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meninggalkan kemaksiatan dan berhenti melakukan kerusakan. Keberadaan
lembaga ini kemudian diperkuat dengan aturan dan undang-undang sehingga
dalam bertindak memiliki dasar yuridis yang jelas.

Dimaksudkan dengan Wilayatul Hisbah dalam skripsi ini adalah badan
atau lembaga pengawas yang memilki fungsi dan wewenang untuk
mengingatkan masyarakat mengenai peraturan atau norma-norma yang harus
dilaksanakan. Lembaga Wilayatul Hisbah mempunya peran penting dalam
mengingatkan serta menasehati masyarakat agar mengikuti peraturan mengenai
syariat Islam dengan baik untuk terciptanya akhlak yang baik dan ketentraman
yang telah dianjurkan oleh syariat Islam.

4. Khamar

Mengutip buku Ensiklopedia Muslim karya Abu Bakar Jabir Al-Jazairi
Khamar adalah segala makanan maupun minuman yang membuat seseorang
mabuk, sehingga seseorang yang mengonsumsinya dapat hilang ingatan.
Mengonsumsi Khamar merupakan dosa besar. Sebagai mana yang tertulis dalam
Surat Al Baqarah ayat 219 yang artinya, “Mereka bertanya kepadamu tentang
Khamar dan judi. Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan
beberapa manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari
manfaatnya.” Alasan dibalik haramnya Khamar disebabkan orang yang
mengonsumsinya dapat membuat hilang ingatan dan menutup akal. Akibatnya
orang dapat melakukan kejahatan. Walaupun terdapat kebaikan dalam
mengkonsumsi Khamar, namun mudhorot atau hal buruknya lebih banyak.?

Dimaksudkan dengan Khamar disini adalah cairan yang dihasilkan dari
buah atau pohon aren atau campurannya dengan mengubah cairan tersebut
menjadi mabuk baik minuman tersebut disebut Khamar atau selainya, baik

dihasilkan dari perasan anggur atau bahan lainya.

Lhttps://www.google.com/amp/s/m.kumparan.com/amp/berita-update/pengertian-
khamr-dan-alasannya-diharamkan-dalam-agama-islam Diakses pada tanggal 17 Oktober 2022
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F. Metode Penelitian
Metode adalah serangkaian cara pelaksanaan penelitian yang bertujuan
mencari tanggapan atas permasalahan yang diajukam dalam rumusan masalah.
Metode menjadi suatu tahap yang mesti dijalani dalam proses pembuatan
karya ilmiah yang bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara sistematis
yang sudah ditentukan agar sampai suatu tujuan yang telah dirumuskan.
1. Pendekatan Penelitian
Metode pendekatan penelitian ini memakai pendekatan penelitian yuridis
empiris. Penelitian yuridis empiris merupakan penelitian hukum mengenai
pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif secara langsung
pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam masyarakat.*?
2. Jenis Penelitian
Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yakni jenis penelitian
yang mempunyai maksud untuk mengetahui terkait fenomena apa yang di alami
oleh subjek penelitian contohnya presepsi, prilaku, motivasi, serat melalui cara
deskriptif lewat kata-kata dan bahasa. Penulis menggunakan jenis penelitian
deskriptif, yang ingin menejelaskan Penegakan Hukum tindak pidana Khamar
oleh Wilayatul Hisbah di Kabupaten Aceh Singkil.**
3. Sumber Data
Sumber informasi dalam penelitian ini adalah data primer dan data
sekunder.
a. Data Primer
Bahan hukum primer penting yang diperoleh dari informasi
lapangan dan sumber informasi penting adalah hasil pertemuan dengan
pihak-pihak yang mengetahui atau ahli tentang masalah yang akan

diteliti yang diperoleh langsung dari bidang pemeriksaan. Sumber primer

BAbdulkadir Muhammad, Hukum dan Penelitian Hukum, (Bandung: Citra Aditya
Bakti, 2004), him. 134.

4L exi j, Metode Penelitian Kualitatif, (Bandung: Remaja Rosda karya, 2005), him. 6.
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tersebut adalah informan yang dianggap ahli dan mampu menerangkan
secara holistic permasalahan yang terjadi, penyelesaian, baik itu dari
pengalaman, penerapan maupun teori.

Dalam penelitian ini, data penelitian diproleh secara langsung
melalui wawancara, pendapat dari seseorang maupun kelompok (orang)
atau hasil melakukan observasi dari suatu objek.r® Salah satunya
melakukan wawancara kepada kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah di Aceh Singkil, yang dimana terdapat narasumber
yakni orang yang memberi informasi pada saat melakukan wawancara,
peneliti harus cermat dalam mengumpulkan informasi jelas dan akurat.
Serta pihak yang diwawancarai yaitu bapak Ahmad Yani. Kasat Satpol
PP dan WH Aceh Singkil, Bapak Zulkarnaini sebagai bidang
pengawasan syariat Islam di Wilayatul Hisbah Aceh Singkil.
Penambahan wawncara dilakukan juga kepada pihak Dinas Syariat
Islam, Majelis Permusyawaratan Ulama, dan Tokoh Agama serta Tokoh
Masyarakat.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah informasi yang diperoleh dari
sumber berikutnya atau sumber tambahan dari informasi yang benar-
benar kita inginkan. Sumber-sumber opsional terdiri dari tulisan-tulisan
membaca yang berbeda yang memiliki kepentingan untuk konsentrasi
ini, misalnya, buku, postulat, buku harian, karya logika, artikel dan situs
web.

4. Teknik Pengumpulan Data
Untuk mendapatkan informasi sesuai dengan pengujian, pencipta
menggunakan beberapa metode dari suatu pengumpulan informasi sebagai
berikut:

15Sugiyono, Metode Penelitian Kualitatif Dan R&D (Bandung: Alfabeta 2017), him.
193.
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a. Observasi

Observasi adalah suatu teknik pengumpulan data yang
dilakaksanakan lewat pengamatan serta melakukan pencatatan-
pencatatan terkait keadaan atau prilaku objek suatu sasaran.® Dilakukan
pengamatan langsung dengan melalui informasi yang diberikan WH,
DSI, MPU, dan Tokoh Agama serta Tokoh Masyarakat.
b. Wawancara

Wawancara adalah suatu usaha untuk mengumpulkan data
dengan mengajukan berbagai pertanyaan secara lisan, yang ditujukan
juga secara lisan. Pada dasarnya, pertemuan tersebut bercirikan sebagai
alat pemilah informasi dengan memanfaatkan tanya jawab antara pencari
data, tanya jawab, antara pencari data dan sumber data.!” Wawancara
merupakan suatu strategi pemilahan informasi yang digunakan untuk
mendapatkan data secara langsung dari sumbernya.'®

Dalam hal ini saya akan mewawancarai beberapa tahap dari
beberapa unsur berikut: Wilayatul Hisbah, Dinas Syariat Islam, Majelis
Permusyawaratan Ulama, dan Tokoh Agama beserta Tokoh Masyarakat
Aceh Singkil.
c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah bentuk catatan peristiwa yang telah terjadi,
dokumentasi dapat berbentuk tulisan, gambar, atau hasil karya dari
seseorang.’® Data dokumentasi yang artikan disini adalah yang telah
didapatkan dari sumber-sumber informasi dari objek yang diteliti berupa

arsip foto saat pengumpulan data.

15Burhan Bungin, Metode Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi dan Kebijakan
Publik Serta IImu-llmu Sosial Lainnya, (Jakarta: Kencana, 2008), him. 199.

"Hadari Nawawi, Metode Penelitian Bidang Sosial, (Yogyakarta: Gajah mada Press,
2007), him. 118.

Ridwan, Skala Pengukuran Variabel-Variabel Penelitian, (Bandung: Alfabeta, 2005),
him. 29-30.

19Sugiyono, Metode Penelitian..., him. 193.
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5. Objektivitas dan validasi data

Objektivitas dan validasi data berhubungan tentang uji validasi data
dengan memerlukan teknik-teknik tertentu sesuai objek. Dalam pengertian yang
lebih luas, validitas data merupakan derajat ketepatan antara data yang terjadi
pada objek kajian penelitian dengan data yang dilaporkan peneliti, atau
mengukur sesuai tidaknya antar objek yang dikaji dengan yang telah dianalisis
dalam penelitian. Sehingga validitas data mempunyai keterkaitan yang begitu
erat antara yang sebenarnya dengan data penelitian yang ada, dan bisa di
pertanggungjawabkan, kemudian dapat dijadikan dasar yang kuat dalam
menyimpulkan setelah dilakukan pengerjaan analisa dari berbagai bahan
literatur maupun karya ilmiah. Objektivitas dan validitas data diketahui dengan
uji.20

a. Kredibilitas (credibility) sehingga dapat dipercaya;

b. Tranferabilitas (transferability), dapat digeneralisasi atau ditransfer

kepada konteks atau seting yang lain;
c. Dependabilitas (dependability) atau keterulangan;
d. Konfirmabilitas (comfirmability), maksudnya bisa dikonfirmasi oleh
orang lain.
6. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu bagian dari proses penelitian. Analisi
data berarti menginterpretasikan data-data yang telah dikumpulkan dari
lapangan dan telah diolah sehingga menghasilkan informasi tertentu. Untuk
melakukan analisi data tersebut dibutuhkan kehati-hatian agar tidak

menyimpang dari tujuan data peneliti.?*

20Rosady Ruslan, Metode Penelitian Public Relations dan Komunikasi, (Jakarta: Raja
Grafindo Persada, 2008), him. 27.

2Lazwar Juliandi dan Irfan, Metodelogi penelitian Kuantitatif, (Bandung: Cita Pustaka
Media Perintis, 2013), him. 88.
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Data-data yang telah terkumpul, disusun secara sistematis, dipilih
manayang penting dan yang akan dipelajari, dan pada tahap akhir membuat
kesimpulan. Untuk itu, mengikuti pendapat Sugiyono, tahapan analisis yang
digunakan dalam penelitian ini ada empat langkah, yaitu pengumpulan data,
reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi:

a. Pengumpulan data yang digali melalui wawancara, dan dokumentasi

b. Reduksi data, proses reduksi data yaitu merangkum semua data
yang telah dikumpulkan, dan mengumpulkan data-data yang bersifat
pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, sehingga data
tersebut memberi gambaran yang lebih jelas.

c. Display data, merupakan penyajian data. Setelah data direduksi,
maka langkah selanjutnyaadalah menyajikan data. Penyajian data
bisa dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori,
dan sejenisnya. Pada langkah ini, proses analisisnya lebih
merincikan data-data yang telah direduksi dalam bentuk-bentuk
sistematika tertentu, sehingga data benar-benar telah tersaji secara
akurat.

d. Kesimpulan atau verifikasi data, yaitu membuat satu kesimpulan
atas dari apa saja yang ditemukan dari hasil penelitian. Dalam hal
ini, kesimpulan yang dimaksud adalah berkaitan dengan jawaban
dari rumusan masalah yang sebelumnya telah ditentukan oleh
peneliti.

7. Pedoman Penulisan
Mengenai metode penulisan dan teknik penulisan skripsi, penulis
akan menyesuaikan syarat dan ketentuan yang ada didalam petunjuk
atau panduan dari buku pedoman atau penulisan penulisan karya ilmiah
mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-

raniry 2022.
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G. Sistematika Pembahasan

Untuk mendapatkan pemahaman yang terarah dan komperhensif dalam
pembahasan masalah ini, penulis merumuskan sistematika penulisan didalam 4
(empat) bab yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan yang terdiri dari latar
belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, tinjauan
pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab dua membahas tentang teori tentang penegakan hukum,kewenangan
Wilayatul Hisbah, dan Khamar, penulis mengungkapkan mengenai deksripsi
tentang aceh singkil kemudian pengertian penegakan hukum,kewenangan
Wilayatul Hisbah, Khamar dan beberapa pengertian lainya .

Bab tiga membahas tentang hasil penelitian pada bab ini penulis
mengungkapkan mengenai tingkat penegakan hukum terhadap tindak pidana
Khamar oleh Wilayatul Hisbah dalam menerapkan aturan larangan Khamar
supaya berkurang dalam masyarakat serta pelaksanaan peraturan atau tugas
pokok dan fungsi Wilayatul Hisbah dalam mengurangi Khamar di aceh singkil,
serta bagaimana Wilayatul Hisbah melaksanakan larangan, tentang minuman
Khamar di dalam kehidupan masyarakat, dan Faktor faktor yang menjadi
hambatan dan strategi Wilayatul Hisbah kabupaten aceh singkil dalam
menangani atau mengurangi Khamar.

Bab empat membahas penarikan kesimpulan dan saran pada bab ini
penulis menarik kesimpulan keseluruhan data dan isi penelitian serta saran

penelitian sebagai penutup.



BAB DUA
TEORI PENEGAKAN HUKUM DAN WILAYATUL HISBAH

A. Tinjaun Umum Tentang Penegakan Hukum Pidana

Penegakan Hukum adalah proses yang dilakukan upaya dalam
menegakan fungsi aturan maupun norma nyata sebagai petunjuk setiap perilaku
masyarakat dalam bernegara. Penjelasan dari penegak hukum dapat juga
memiliki arti penyelenggarakan hukum yang dilakukan oleh aparatur penegak
hukum dan kepada masing-masing orang yang memiliki kepentingan yang
sesuai pada tugas kewenangannya sendiri-sendiri menurut hukum yang berlaku.
Menurut Jimly Asshiddigie, penegakan hukum adalah proses yang dilakukan
dalam upaya untuk berdirinya atau berperannya norma atau aturan hukum secara
konkret sebagai tuntutan perilaku hubungan hukum yang dilakukan setiap
masyarakat dan bernegara.?

Pengertian penegakan hukum dapat juga diartikan penyelenggaraan
hukum oleh petugas penegak hukum dan oleh setiap orang yang mempunyai
kepentingan sesuai dengan kewenangannya masing-masing menurut aturan
hukum yang berlaku. Penegakan hukum pidana merupakan satu kesatuan proses
diawali dengan penyidikan, penangkapan, penahanan, peradilan terdakwa dan
diakhiri dengan pemasyarakatan terpidana.?®

Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara konkrit
oleh aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana
merupakan pelaksaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian,
penegakan hukum merupakan suatu sistem yang menyangkut penyerasian antara
nilai dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut

kemudian menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang

2Andi Hamzah, Asas-asas Penting dalam Hukum Acara Pidana. FH, Universitas
Surabaya Forum dan Aspehupiki, 2014, him. 2.

ZHarun M.Husen, Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia, Rineka Cipta,
Jakarta, 1983, him. 58.
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dianggap pantas atau seharusnya. Perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk
menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian.

Menurut Moeljatno menguraikan berdasarkan dari pengertian istilah
hukum pidana yang mengatakan bahwa penegakan hukum adalah bagian dari
keseluruhan hukum yang berlaku disuatu Negara yang mengadakan unsur-unsur
dan aturan-aturan, yaitu:?*

1. Menentukan perbuatan-perbuatan yang tidak boleh di lakukan
dengan disertai ancaman atau sanksi berupa pidana tertentu bagi
barang siapa yang melanggar larangan tersebut.

2. Menentukan dan dalam hal apa kepada mereka yang melanggar
larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana
sebagaimana yang telah diancamkan.

3. Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat
dilaksanakan apabila orang yang disangkakan telah melanggar
larangan tersebut.

Dari beberapa pendapat ahli diatas dapat disimpulkan bahwa Penegakan
Hukum ialah suatu keadaan dan ukuran sejauh mana manfaat dan tercapainya
tujuan ~yang telah tercapai. Kemudian dari pengertian di atas dapat
dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan Penegakan Hukum adalah segala
sesuatu yang dikerjakan dengan tepat, benar sehingga tujuan apakah efektif
atau tidak untuk suatu usaha yang diinginkan dapat berhasil sesuai dengan yang
diharapkan.

B. Tinjauan Umum Tentang Kewenangan
1. Pengertian Kewenangan

Kata kewenangan berasal dari kata dasar wewenang yang diartikan
sebagai hal berwenang, hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan
sesuatu. Dalam kamus besar bahasa indonesia sebagaimana dikutip oleh Kamal

Hidjaz, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan yang diartikan

%*Moeljatno, Asas-asas Hukum Pidana, Putra Harsa, Surabaya, 1993, him. 23.
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sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan,
memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang atau badan orang
lain.?® Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan
berasal dari kekuasaan legislate (diberi oleh undang-undang) atau dari
kekuasaan eksekutif administrative. Kewenangan yang biasanya terdiri dari
beberapa wewenang adalah kekuasaan terhadap segolongan orang tertentu atau
kekuasaan terhadap suatu bidang pemerintahan.?

Dalam literature ilmu politik, ilmu pemerintahan, dan ilmu hukum
seringditemukan istilah kekuasaan, kewenangan, dan wewenang. Kekuasaan
sering disamakan begitu saja dengan kewenangan dan kekuasaan sering
dipertukarkan dengan istilah kewenangan, demikian pula sebaliknya. Bahkan
kewenangan sering disamakan juga dengan wewenang. Kekuasaan biasanya
berbentuk hubungan dalam arti bahwa “ada satu pihak yang memerintah dan
pihak lain yang diperintah” (the rule and the ruled).?’

Ada beberapa defenisi kewenangan yang diartikan oleh para pakar
hukum, yaitu sebagai berikut:

a. Menurut ferazi kewenangan yaitu suatu hak untuk menjalankan

satuatau lebih dari fungsi manejemen, yang meliputi dari pengaturan
(regulasi dan standarisasi), pengurusan (administrasi) dan
pengawasan (supervisi) atau urusan dengan suatu tertentu.?®

b. Ateng Safrudin berpendapat ada perbedaan antara pengertian

kewenangan dan wewenang. Atas hal tersebut harus di bedakan
antara  kewenangan (autority, gezag) dengan wewenang

(competence, bevogdheid). Kewenangan adalah apa yang disebut

®Kamal Hidjaz, Efektifitas Penyelenggaraan Kewenangan Dalam Sistem
Pemerintahan Daerah di Indonesia, ( Makassar: Pustaka Refleksi, 2010), him. 35.

%Prajudi Atmosudirjo, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1998),
him. 78.

2’Miriam Budiardjo, dasar-dasar ilmu politik (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama,
2007), him. 35-36.

%Ganjong, Pemerintahan Daerah Kajian Politik dan Hukum (Bogor: Galia Indonesia,
2007), him. 93.
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kewenangan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang
diberikan oleh undang-undang, sedangkan wewenang hanya
mengenai suatu onderdeel (bagian) tertentu saja dari kewenangan.?®

c. Bagir Manan menyatakan wewenang adalah arti dan kewajiban.
Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan suatu
tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan
tindakan tertentu. Kewajiban membuat keharusan untuk melakukan
atau tidak melakukan tindakan tertentu dalam hukum administrasi
negara wewenang pemerintahan yang sumbernya dari perundang-
undangan diproleh melalui cara-caraatribusi, delegasi dan mandat.

d. Menurut Pilipus M, hadjon, wewenang (bevogdheid) di
deskripisikan menjadi sebagai kekuasaan hukum (rechtmacht). Jadi
dalam konsep hukum publik wewenang berkaitan dengan
kekuasaan.3°

e. Menurut S.F. Marbun, kewenangan dan wewenang harus dibedakan.
Kewenangan (autority gezag) adalah kekuasaan yang diformalkan
baik terhadap segolongan orang tertentu maupun terhadap sesuatau
bidang pemerintahan tertentu secara bulat. Sedangkan wewenang
(Competence, bevogdheid) hanya mengenal bidang tertentu saja.
Dengan demikian, kewenangan berarti kumpulan dari wewenang-
wewenang (Rechs bevoegdheden). Jadi, wewenang adalah
kemampuan untuk bertindak yang diberikan peraturan perundang-
undangan untuk melakukan hubungan hukum.3!

f. Menurut F.P.C.L. Tonner berpendapat sebagaimana dikutip oleh
Ridwan HR “Over heids bevoegdheid wordt in dit verband opgevad

PAteng Safrudin, “Menuju Penyelenggaran Pemerintahan Negara yang Bersih dan
Bertanggung Jawab”. Jurnal Pro Justisia, Edisi 1VV. (Bandung, Universitas Pahyangan, 2000),
him, 22. Diakses pada tanggal 26 November 2022,

%pPilipus M, Hadjon, “Tentang Wewenang”. Jurnal Justia Yuridika, No, 5 dan 6 tahun
XI1, (September-Desember, 1997), him. 35.

$lKamal Hidjaz, Efektivitas Penyelenggaraan..., him. 35.
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als het vermogen om positief recht vast te srellen en Aldus rechts
betrekkingen tussen burgers onderling en tussen overhead en te
scheppen”. Dari kalimat tersebut dapat diterjemahkan bahwa
kewenangan pemerintah dalam kaitan ini dianggap sebagai
kemampuan untuk melaksanakan hukum positif, dan dengan begitu
dapat diciptakan hubungan hukum antara pemerintahan dengan
warga negara.®?

Wilayatul Hisbah (WH) dalam konteks pelaksanaan Qanun Jinayat
Syariah di Aceh, berdasakan keputusan Gubernur Aceh tentang pembentukan
organisasi dan tata kerja Wilayatul Hisbah dapat diartikan sebagai lembaga
yang bertugas mengawasi, membina, dan melakukan advokasi terhadap
pelaksanaan undang-undangan syariat Islam dalam rangka melaksanakan amar
ma’ruf nahi mungkar.®® Dalam ganun lain yang turut menjelaskan beberapa
fungsi disebutkan bahwa Wilayatul Hisbah adalah lembaga pembantu tugas
kepolisian yang bertugas membina, melakukan advokasi, dan mengawasi
pelaksanaan amar ma’ruf nahi mungkar dan dapat berfungsi sebagai polsus dan
PPNS.34

Setelah penyatuan Wilayatul Hisbah dengan Sapol PP kedalam satu
kesatuan, Qanun mendefinisikan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul
Hisbah sebagai perangkat Pemerintah Aceh di bidang penegakan pelaksanaan
Qanun dan Syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum serta hubungan antar
lembaga.

2. Wewenang Wilayatul Hisbah

Dengan terbitnya Pergub Aceh Nomor 139 Tahun 2016 tentang

kedudukan, susunan oraganisasi, tugas, fungsi serta tata kerja Satuan Polisi

Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh sebagai tindak lanjut Qanun Aceh

%2Ridwan HR, Hukum Administrasi Negara (Jakarta: Rajawali Pers, 2006), him. 100.
33K eputusan Gubernur No. 1 tahun 2004, Bab 1, Ketentuan Umum.

34Qanun No. 11 tahun 2004 Tentang Tugas Fungsional Kepolisian Daerah Nangroe
Aceh Darussalam, pasal 1, ayat 8.
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Nomor 13 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah
Aceh, maka Pergub Nomor 47 tahun 2008 tentang tugas pokok dan fungsi
Satpol PP dan WH Aceh dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.®

Keberadaan Satuan Polisi Pamong Praja di dalam tatanan Pemerintahan
Negara Republik Indonesia sebelumnya sudah sejak tahun 1950 dan berada di
bawah Departemen Dalam Negeri, sedangkan Wilayatul Hisbah merupakan
satu-satunya unsur penegak Syari’at Islam yang ada di Indonesia dan
keberadaannya di Aceh merupakan implementasi dari lahirnya Peraturan
Daerah Nomor: 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syari’at Islam.
Penggabungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah dalam satu
organisasi adalah merupakan amanah dari Undang-Undang Nomor: 11 Tahun
2006 Pasal 244 ayat (1) dan (2).

Tugas pokok Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh
sebagaimana yang tercantum dalam pasal 5 Peraturan Gubernur Nomor: 139
Tahun 2016 adalah melaksanakan urusan pemerintahan dan pembangunan di
bidang penegakan Perda/Qanun, Perlindungan Masyarakat, ketertiban umum,
ketentraman masyarakat dan pelaksanaan syariat Islam.36

Untuk melaksanakan tugas tersebut, sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 5 disebutkan Satpol PP dan WH Aceh mempunyai fungsi :

a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan ganun Aceh,
penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat,
perlindungan masyarakat dan penegakan syariat Islam;

b. Pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan peraturan
kepala daerah;

c. Pelaksanaan Kkebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan
ketentraman masyarakat di daerah;

d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;

$https://satpolppwh.acehprov.go.id Diakses pada tanggal 27 November 2022
%6peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016 tentang kedudukan susunanan organisasi,
tugas fungsi dan tata kerja Satpol PP dan WH Aceh dalam Pasal 5.
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e. Pelaksanaan koordinasi penegakan ganun Aceh dan peraturan
kepala daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman
masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik
Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
Pelaksanaan sekretariat PPNS Aceh;

Pembinaan dan pengawasan bagi Penyidik Pegawai Negeri Sipil;

> @ o

Pembinaan dan pengawasan aset milik pemerintah daerah; dan

i. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar
mematuhi dan menaati peraturan daerah dan peraturan kepala
daerah serta penegakan Syariat Islam.

Wilayatul Hisbah mempunyai kewenangan yang dimiliki berdasarkan

pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor: 16 tahun 2018, yaitu:

a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga
masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan
pelanggaran atas Perda dan atau Perkada

b. Menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang
mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat

c. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat,
aparatur atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran
atas Perdaatau Perkada dan

d. Melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat,
aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas
Perdaatau peraturan kepala daerah.

Selanjutnya didalam keputusan Gubernur NAD No 1 tahun 2004 tentang
pembentukan organisasi, tata kerja wilayatul hisbah, pasal 5 yaitu Wilayatul
Hisbah mempunyai wewenang sebagai berikut:

a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan dan

perundang-undangan di bidang Syariat Islam;



b.
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Menegur, manasehati, mencegah dan melarang setiap orang yang
patut diduga telah, sedang atau akan melakukan pelanggaran
terhadap peraturan perundang-undangan di bidang Syariat Islam;
Melakukan pembinaan dan advokasi spiritual terhadap peraturan
perundang-undangan di bidang Syariat Islam;

Melimpahkan perkara pelanggaran peraturan perundang-undangan

di bidang Syariat Islam ke Penyidik.

Sedangkan Kewenangan PPNS satpol PP-WH ialah:

a.

Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang atau masyarakat
tentang adanya pelanggaran atas ganun atau perundang-undangan di
bidang Syariat Islam

Melakukan tindakan pertama pada saat kejadian dan di tempat
kejadian perkara

Menyuruh berhenti seseorang tersangkaatau memeriksa tanda
pengenal diri tersangka

Melakukan penangkapan, pengeledahan, penahanan dan penyitaan
Melakukan penyelidikan terhadap seseorang yang diduga melanggar
Qanun

Mengambil sidik jari dan memotret sesorang sebagai alat
bukti/dokumentasi

Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai
tersangkaatau saksi

Menghentikan penyidikan setelah mendapat petunjuk bahwa tidak
terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan
pelanggaran Syariat Islam dan memberitahukan hal tersebut kepada
penuntut umum, penyidik polisi, tersangka sendiri atau keluarganya
dan Wilayatul Hisbah

Melakukan tindakan-tindakan lain demi kepentingan penyelidikan

dan penyidikan.
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Berdasarkan Qanun Nomor: 5 tahun 2007 tentang Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan lembaga Daerah Provinsi
Nanggroe Aceh Darussalam, yang selanjutnya dikeluarkan Peraturan
Pemerintah Rl Nomor: 18 Tahun 2016 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor: 95 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Aceh bidang keistimewaan,
dan Peraturan Gubernur Nomor 139 Tahun 2016, maka susunan organisasi
Satpol PP-WH Aceh terdiri dari:

1. Kepala Satuan

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh
mempunyai tugas melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan
di bidang penegakan Perda/Qanun, Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur,
Kebijakan Kepala Daerah, Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan
Ketentraman Masyarakat, Pengawasan, Pembinaan, Pelaksanaan Syariat Islam
dan Perlindungan Masyarakat (pasal 7 Pergub Nomor 139 Tahun 2016).%’

2. Bidang sekketariat

Sekretariat adalah unsur pembantu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
dan Wilayatul Hisbah di bidang pelayanan administrasi umum, kepegawaian,
tata laksana, keuangan, penyusunan program, data, informasi, pemantauan dan
pelaporan serta peningkatan sumber dayaaparatur (pasal 9 Pergub Nomor 139
Tahun 2016). sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, Bidang
kesekretariatan terdiri dari:

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;

b. Sub Bagian Program dan Pelaporan;

c. Sub Bagian Keuangan.

3. Bidang penegakan perundang-undangan daerah

Pada pasal 13 Pergub Nomor: 139 Tahun 2016 bidang Penegakan

Perundang-undangan Daerah merupakan unsur pelaksanan teknis di bidang

*Ibid
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penegakan ganun, penyelidikan, penyidikan, pembinaan operasional PPNS,
pembinaan dan tindak personil. Bidang ini membawahi:
a. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan;
b. Seksi Pembinaan PPNS;
c. Seksi Tindak Internal.
4.Bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat merupakan
unsur pelaksana teknis di bidang operasi dan pengendalian, penyelenggaraan
ketertiban dan ketentraman dan pengawasan asset daerah, Bidang ini
membawabhi:
a. Seksi Operasi dan Pengendalian;
b. Seksi Pembinaan Ketertiban dan Ketentraman;
c. Seksi Pengamanan dan Pengawasan Asset Daerah.
5. Bidang pengawasan syaraiat Islam
Bidang Pengawasan Syariat Islam merupakan unsur pelaksana teknis di
bidang pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi, penerimaan laporan
dan pengaduan masyarakat dan penanganan pelanggar ganun yang bersifat non
justisi di bidang Syariat Islam. Bidang ini membawahi:
a. Seksi Operasi dan Pengawasan Syariat Islam;
b. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Syariat Islam;
c. Seksi Pengaduan Pelanggaran Syariat Islam.
6. Bidang perlindungan masyarakat
Bidang Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pelaksana teknis di
bidang di bidang perlindungan masyarakat, mempunyai fungsi merencanakan,
mengkoordinasikan, membina, mengawasi dan mengendalikan serta
mengevaluasi di bidang satuan perlindungan masyarakat dan bina potensi
masyarakat. Bidang ini membawabhi:
a. Seksi Pembinaan Satuan Linmas;

b. Seksi Bina Potensi Masyarakat;
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c. Seksi Kesiagaan.
7. Bidang hubungan antar lembaga

Bidang Hubungan Antar Lembaga merupakan unsur pelaksana teknis di
bidang peningkatan pengembangan kelembagaan, koordinasi dan kerjasama
serta pelaksanaan hubungan masyarakat, mempunyai tugas melakukan
pengembangan kelembagaan, pelayanan informasi, pengkoordinasian,
kerjasama, hubungan masyarakat. Bidang ini membawahi:

a. Seksi Pengembangan Kelembagaan;

b. Seksi Koordinasi dan Kerjasama;

c. Seksi Hubungan Masyarakat.

Dengan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja Satpol PP-WH
tersebut diharapkan ke depan tugas-tugas pokok dari lembaga ini semakin
terarah dan tanggung jawab bidang terakomodir secara maksimal terutama

seksi pengawasan syariat Islam.

C. Khamar
1. Pengertian Khamar

Secara lughawi, istilah Khamar berasal dari bahasa arab yaitu al-
Khamar berarti “menutupi” kemudian dijadikan nama bagi segala yang
membukkan.®

secara terminologi syara’ Khamar (minuman keras) digunakan untuk
menyebut semua jenis benda yang memabukkan, baik dalam porsi yang sedikit
maupun banyak, baik itu diambil dari anggur, kurma, gandum, jelai ataupun
bahan yang lain. Pengertian Khamar lebih menunjukan kearah pengertian
tentang minuman yang memiliki sifat memabukkan. Sehingga bisa dikatakan
meskipun minuman itu tidak mengandung alkohol apabila mengakibatkan efek
mabuk bagi peminumnya maka itu dinamakan Khamar. Minuman yang banyak

mengandung alkohol bisa menyebabkan orang mabuk bila terlalu banyak

38Zainuddin Ali, Hukum Pidana Islam, (Jakarta: Sinar Grafika, 2007), him. 78.
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diminum. Ini menunjukan bahwa minuman beralkohol merupakan minuman
yang dapat menyebabkan mabuk termasuk sebagai Khamar.®

Minuman beralkohol dalam bahasa Arab disebut dengan istilah
Khamar. Secara bahasa Khamar berarti Arak, tuak, atau anggur. Secara istilah
berarti minuman atau sesuatu yang memabukkan atau menghilangkan akal
sehat yang terbuat dari perasan anggur. Pengertian ini memberi gambaran
bahwa terdapat perbedaan secara bahasa maupun secara istilah antara
minuman beralkohol dengan Khamar. Namun karena kesamaan efek yang
ditimbulkan sebagai akibat dari mengkonsumsi minuman beralkohol maupun
Khamar, maka keduanya tidak dapat dipisahkan sebagai objek bahasan dalam
lingkup minuman yang mengandung alkohol.

Khamar merupakan salah satu perbuatan dosa besar, karena Khamar
merupakan pintu kejahatan yang dapat menjerumuskan sesorang kedalamnya.
Islam melarang dan juga mengharamkannya bagi seluruh kaum muslimin.

Islam melarang Khamar (minuman keras), karena Khamar dianggap
sebagai induk keburukan (ummul khabaits), disamping merusak akal,
kesehatan, jiwa, dan harta. Dari sejak semula Islam telah berusaha menjelaskan
kepada ummat manusia, bahwa mamfaatnya tidak seimbang dengan bahayanya
yang timbul.

Selanjutnya kata Khamar dipahami sebagai nama minuman yang
membuat atau efeknya dapat memabukkan bagi peminumnya atau gangguan
kesadaran. Pada zaman klasik, cara mengonsumsi benda yang memabukkan
diolah oleh manusia dalam bentuk minuman sehingga para pelakunya disebut
dengan peminum. Pada era modern benda yang memabukkan dapat dikemas
menjadi beberapa ragam dan aneka bentuk yang berbeda mulai dari bentuk
makanan, minuman, tablet, kapsul, atau serbuk, sesuai dengan kepentingan dan

kondisi si pemakai.

3https://dspace.uii.ac.id/bitstream/handle/123456789/27782/05.2%20bab%202.pdf?seq
uence=6&isAllowed=y Diakses pada tanggal 29 November 2022
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Sedangkan umumnya para ulama mengartikan Khamar berpijak kepada
makna bahasanya, yaitu segala yang dapat memabukkan, apakah yang di buat
dari bahan anggur atau lainnya. Umumnya minuman itu adalah minuman
beralkohol atau yang telah melalui proses permentasi.

Namun, bukan berarti minuman lainya yang tidak di permentasi atau
mengandung alkohol tidak disebut Khamar, selama efek yang ditimbulkan
minuman tersebut menutupi akal, maka minuman tersebut dikatakan sebagai
Khamar.

2. Dasar Hukum Pelarangan Khamar

Setelah Islam muncul sebagai agama yang menyempurnakan kitab-kitab
sebelumnya masih tetap mempertahankan hukum haram dari mengonsumsi
minuman keras. Islam tidak serta merta mengharamkan minuman keras. Allah
dalam firman-Nya yang pertama kali menyinggung tentang minuman Kkeras,
Allah belum secara tegas mengharamkan minuman keras, namun masih berupa
sebuah isyarat pengharaman minuman keras. Allah SWT, mengingatkan dalam
ayat berikut:

4 o s 5 T 5o T e 0
ST e L\Sj,u.}\ Jﬁ Q_}.Q,c.o 1308 u\a 35 \.a.@.’.a.s U.AJA_é:\
%imr&uwmr&j

Artinya: “mereka bertanya kepadamu tentang Khamar dan judi.
Katakanlah: "Pada keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa
manfaat bagi manusia, tetapi dosa keduanya lebih besar dari
manfaatnya”. dan mereka bertanya kepadamu apa yang mereka
nafkahkan. Katakanlah: " yang lebih dari keperluan." Demikianlah
Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu supaya kamu berfikir.
(Q.S Al-bagarah:219).

Dalam tafsir Ibnu Katsir, diceritakan bahwa sebab turunnya ayat ini
adalah karena doa Umar bin al-Khathab. Maka turunlah ayat yang terdapat

dalam surat An-Nisaa’:
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Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu shalat, sedang
kamu dalam Keadaan mabuk, sehingga kamu mengerti apa yang kamu
ucapkan, (jangan pula hampiri mesjid) sedang kamu dalam Keadaan
junub, terkecuali sekedar berlalu saja, hingga kamu mandi. dan jika
kamu sakit atau sedang dalam musafir atau datang dari tempat buang
air atau kamu telah menyentuh perempuan, kemudian kamu tidak
mendapat air, Maka bertayamumlah kamu dengan tanah yang baik
(suci); sapulah mukamu dan tanganmu. Sesungguhnya Allah Maha
Pema'af lagi Maha Pengampun. (Q.S An-Nisaa:43)

Kemudian Umar dipanggil dan dibacakan ayat tersebut, maka ia pun
berdoa pula, Maka turunlah ayat yang terdapat dalam surat Al-Maaidah:

Nabi Muhammad SAW menyatakan: “setiap hal yang memabukkan
adalah Khamar, dan setiap Khamar diharamkan”.4® Menyangkut haramnya
Khamar ada duaayat yang akan dikemukan dalam tulisan ini yakni sebagai
berikut:

3 oy (556 el i AT ) Bim i i
G5 22lal a2 6 B e

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya (meminum)
Khamar, berjudi, (berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan

panah,, adalah Termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-
perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. (Q.S Al-Maidah:91).

,@\) ,3 |3 Laidl; sl T 8, ol LA Ay 8 )
- "/1%,’5"’ . BT . - 25 &

S A1 JB 5laN 25 f‘m;?&-cr-é’JMa:’)

Artinya: Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan

permusuhan dan kebencian di antara kamu lantaran (meminum)

4Ohttps://id.m.wikipedia.org/wiki/Khamar Diakses pada tanggal 28 November 2022
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Khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah
dan sembahyang; Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan
itu).” (Q.S Al-Maidah:91)

Surat Al-maidah ayat 90 tidak menjalaskan bahwa yang disebut
Khamar ialah air perasan anggur atau apel, namun hanya disebutkan Khamar
hanya secara umum yang berarti bahwa yang dikatakan Khamar segala
kategori apa saja yang menutup akal manusia. Jadi inti larangan pengharaman
bukan pada bentuk atau merek tapi pada kategori yang memabukkan.

Ayat ini juga mengisyaratkan adanya kesamaan peminum arak dengan
perbuatan setan, dan perbuatan setan identik dengan hal-hal yang mengarah
kepada keburukan, kegelapan, dan sisi sisi merusak akhlak manusia. Semua
bentuk kejahatan ini bisa dipicu dari Khamar dan judi sangat dekat dengan
dunia kejahatan dan kekerasan, maka menurut Al-Qur’an Khamar dan judi
berpotensi kepada permusuhan dan kebencian antara sesama manusia.

Melalui ayat ini Al-maidah 90-91 dipahami bahwa Khamar dan
perjudian mengakibatkan aneka ragam keburukan besar. Keduanyaadalah Rijs
yakni suatu yang kotor dan buruk. Banyak segi keburukannya pada jasmani dan
ruhani manusia, akal serta pikirannya. Khamar dan narkotika umunya
menyerang bagian otak yang berakibat sel-sel otak tidak berfungsi untuk
sementaraatau selama-lamanya dan mengakibatkan peminumnya tidak
mempunyai kesadaran keseimbangan pikiran dan jasmaninya. Apabila
keseimbangan tidak terpelihara, akan melahirkan permusuhan, bukan hanya
bersifat sementara, tetapi dapat berlanjut sehingga terjadi kebencian antar
sesama. Setan yang memperindah Khamar dan judi menggoda manusia
sehingga lupa diri dan melupakan Allah, baik memintaampunan maupun
sholat. Alasan ini yang dikemukakan dengan jelas dalam kehidupan sehari-

hari.!

41Qurais Shihab, Tafsir al-Mishbah, Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur’an, (Jakarta:
Lentera Hati, 2011), him. 239.
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Dari sisi bahasa keharaman Khamar ayat ini sangat jelas sari ungkapan
pertama padaayat ini yang menggunakan kata kepastian “innama” atau
sesungguhnya, hingga Rasullullah Saw, pun menyamakan peminum Khamar
dengan penyembah patung “Syarabul Khamaru Kaabidul watsani” kemudian
dilanjutkan dengan perintah untuk dijauhi, menimnulkan permusuhan dan
melalaikan dari mengingat Allah SWT dan waktu sholat. Kemudian ayat ini di
akhiri dengan peringatan untuk menyudahinya atau tetap melakukan seperti
belum ada peringatan akan keburukannya.*” Maka dapat dikatakan pada pase
ini adalah pase kematangan psikologis peminum Khamar hingga penyataan Al-
Qur’an pun jelas dengan mengharamkan minuman Khamar secara
keseluruhan.*®

Bagi mayoritas ulama, apa pun yang apabila diminum atau digunakan
dalam kadar normal oleh seseorang yang normal lalu memabukkannya, ia
adalah Khamar dan ketika itu hukumnya haram, baik sedikit apalagi banyak.*
Menurut Ahmad Muhammad Assaf, telah terjadi kesepakatan ulama tentang
keharaman Khamar dan berbagai jenis minuman yang memabukkan. Sementara
itu menurut Ahmad al-Syarbasi, tanpa dianalogikan (giyas) dengan Khamar
pun ganja dan narkotika dapat dikategorikan Khamr karena dapat menutup
akal.®

Selanjutnya Rasulullah juga bersabda “Tidak boleh membahayakan diri
sendiri dan tidak boleh memberi bahaya (mudarat) kepada orang lain.” (HR
Ahmad, Ibnu Majah). Segala sesuatu yang membahayakan manusiaadalah
haram. Inilah yang ditegaskan dalam Alquran Surah An-Nisa:29 dan lainya
Surah Al-Bagarah:195, sebagai berikut:

“2Al-Qasim Mahmiid Ibn ‘Umar al-Zamakhsyari al-Kasysyaf 'an Haqaiq Ghawmidh
al-Tandzil wa 'Uyin al-Aqwil fi Wujiih al-Ta'wil, jua XX, (Riyadh: Maktabah Abikan, 1998),
him. 289.

4Munif Thahhan, Nida Al-Qur’an; Ya Ayyuhalladzina Amanii. Dimasq:Dar Sa’du al-
Din, 2001, him. 177.

4Qurais Shihab, vol 111, hal. 235. Lihat juga. A Dzajuli, Fikih Jinayah, him. 97.

“Nurul Irfan dan Masyrofah, Figh Jinayah, (Jakarta: Media Akademi 2013), him, 177.
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A‘rtlnya. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling
memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan
perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan
janganlah kamu membunuh dirimu[287]; SesungguhnyaAllah adalah
Maha Penyayang kepadamu. (Q.S An-Nisa’:29)

&1 &) hraly &gt J) rbi.\,pwv, wJMJ\jM\)

Artinya: dan belanjakanlah (harta bendamu) di jalan Allah, dan
janganlah kamu menjatuhkan dirimu sendiri ke dalam kebinasaan, dan
berbuat baiklah, karena SesungguhnyaAllah menyukai orang-orang
yang berbuat baik. (Q.S Al-Bagarah:195)

Dengan motif-motif pengharaman inilah maka menjauhkan Khamar
adalah suatu kewajiban individu maupun masyarakat. Adanya perbedaan
pendapat individual di antara muslim menyebabkan sebagian dari mereka
terjun ke dalam penantangan langsung dari tahap pertama larangan dan yang
lain menundanya sampai datang larangan terakhir, hingga akhirnya mereka
semua siap menerima perintah akhir berisi larangan itu dengan sepenuh hati.
Dan dari hasil penelusuran ada banyak lagi yang menjelaskan keharaman
Khamar, namun penulis mencukupkan kepada periwayat hadis yang dikenal
kuat dan jujur. Hadis yang dicantumkan sebelum inipun sudah cukup jelas
mendudukan keharaman Khamar, dari sisi zat/bendanya baik banyak dan
sedikit.

3. Pelarangan Khamar dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 Tentang

Hukum Jinayat

Dalam bab I ketentuan Umum di urutan 21 menyatakan Khamar adalah
minuman yang membukkan dan atau mengandung al-kohol dengan kadar 2%
(dua persen) atau lebih. Adapun ketentuan tentang Khamar terdapat pada bab

IV bagian kesatu yang pasalnya sebagai berikut:
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Pasal 15
(1) Setiap Orang yang dengan sengaja minum Khamar diancam dengan
‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh) Kkali.
(2) Setiap Orang yang mengulangi perbuatan sebagaimana dimaksud
padaayat (1) diancam dengan ‘Uqubat Hudud cambuk 40 (empat puluh)
kali ditambah ‘Uqubat Ta’zircambuk paling banyak 40 (empat puluh)
kali atau denda paling banyak 400 (empat ratus) gram emas murni atau
penjara paling lama 40 (empat puluh) bulan.

Pasal 16

(1) Setiap Orang yang dengan sengaja memproduksi, menyimpan
/menimbun, menjual, atau memasukkan Khamar, masing-masing
diancam dengan ‘Uqubat Ta’zircambuk paling banyak 60 (enam puluh)
kali atau denda paling banyak 600 (enam ratus) gram emas murni atau
penjara paling lama 60 (enam puluh) bulan.

(2) Setiap Orang yang dengan sengaja membeli,membawa/mengangkut,
atau menghadiahkan Khamar, masing-masing diancam dengan ‘Uqubat
Ta’zir cambuk paling banyak 20 (dua puluh) kali atau denda paling
banyak 200 (dua ratus) gram emas murni atau penjara paling lama 20
(dua puluh) bulan.

Pasal 17

Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan perbuatan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 15 dan Pasal 16 dengan mengikutsertakan anak-
anak dikenakan ‘Uqubat Ta’zir cambuk paling banyak 80 (delapan
puluh) kali atau denda paling banyak 800 (delapan ratus) gram emas
murni atau penjara paling lama 80 (delapan puluh) bulan.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa setiap minuman yang
mengandung 2 persen alkohol atau lebih, maka itu sudah dianggap Khamar
yang dapatkan menyebabkan mabuk. Dan diancam dengan hukuman cambuk

sebanyak 40kali dalam Qanun Jinayat Aceh.



BAB TIGA
PENEGAKAN HUKUM TINDAK PIDANA KHAMAR OLEH
WILAYATUL HISBAH DI KABUPATEN
ACEH SINGKIL

A. Profil Aceh Singkil
Kabupaten Aceh Singkil adalah sebuah Kabupaten yang keberadaanya

di ujung Barat Daya Provinsi Aceh, Indonesia. Kabupaten Ini merupakan
pemekaran dari Kabupaten Aceh Selatan yang diresmikan pada tanggal 27
April 1999 Oleh Gubernur Provinsi Aceh Prof. Dr. H. Syamsudin Mahmud,
M.Si. Kabupaten ini terdiri dari sebelas Kecamatan dan termasuk dua
Kecamatan berada di daerah kepulauan yaitu Kecamatan Pulau Banyak dan
Kecamatan Pulau Banyak Barat.*®

Penduduk asli Kabupaten Aceh Singkil adalah suku singkil, Aneuk
jamee, dan haloban. Selain itu juga dijumpai suku-suku pendatang seperti suku
Aceh, Minang, Pakpak, Jawa, dll.%’

1. Letak Geografis Kabupaten Aceh Singkil

Wilayah Kabupaten Aceh Singkil terletak di ujung tenggara dari
wilayah Provinsi Aceh, yaitu pada posisi antara 2°0'20"-2°36'40" LU dan
97°04'54"-98°11'47" BT. Kabupaten Aceh Singkil mempunyai luas wilayah
sebesar 1.857,88 km2.48 Kabupaten Aceh Singkil terletak pada wilayah pesisir
Barat-Selatan provinsi Aceh. yang membentang dari Utara berupa kawasan
perbukitan ke arah Selatan berupa kawasan pesisir pantai. Sekitar 146.274,65
Ha (66,88%) wilayah berada pada ketinggian 0-100 meter dpl. Sedangkan
wilayah yang berada pada ketinggian 100-500 meter dpl sekitar 68.821,89 Ha
(31,47 %). Sisanya sebesar 1,65% dari luas wilayah adalah daerah dengan

“8https://ms-singkil.go.id/tentang-ms-singkil/sejarah-ms-singkil diakses pada tanggal 6
Februari 2023

4"https://indonesiamengajar.org/kabar/profil-kabupaten-aceh-singkil ~ diakses  pada
tanggal 7 Februari 2023

“8Badan Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil, Statistics of Aceh Singkil Regency).
Aceh Singkil dalam angka 2022 (Aceh Singkil Regency in Figures) 2022, him. 5.
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ketinggian diatas 500 meter dpl (diolah dari Peta Bakosurtanal Skala 1 :
250.000). Berdasarkan peta topografi, sebagian besar wilayah Kabupaten Aceh
Singkil adalah dataran. Bentuk wilayah yang datar ini umumnya terletak di
bagian selatan. Sedangkan daerah berbukit berada di bagian utara. Bentuk
muka bumi yang relatif datar di wilayah Kabupaten Aceh Singkil memberikan
implikasi ketersediaan lahan untuk pengembangan secara ekstensif berbagai
kegiatan ekonomi produktif, khususnya pertanian lahan basah. Di samping itu,
sebagian wilayah yang berada di pesisir pantai serta daerah kepulauan memiliki
potensi untuk pengembangan pariwisataalam dan perikanan laut. Daerah-
daerah yang berpotensi untuk pengembangan wisataalam dan perikanan laut
meliputi kecamatan: Singkil; Singkil Utara; Kuala Baru; dan Kepulauan
Banyak. Wilayah Kabupaten Aceh Singkil beriklim tropis dengan kategori
iklim hutan hujan tropis. Hal tersebut ditandai dengan curah hujan yang tinggi
sepanjang tahun. Curah hujan tahunan berkisar antara 3700-4200 mm per
tahun. Tingkat kelembapan nisbi berada padaangka 70%-85%. Suhu udara
rata-rata berkisar antara 21°-32 °C.

Berdasarkan posisi geografis Aceh Singkil mempunyai batas-batas
dengan sebagai berikut:*

a. Utara: Subulussalam

b. Timur: Sumatera Utara

c. Selatan: Samudera Indonesia

d. Barat:Aceh Selatan

Aceh Singkil menjadi tersohor ke seluruh dunia, bukan karena alamnya
yang kaya seperti kayu, damar, rotan, kemenyan, kapur barus dan hasil laut
yang melimpah. Wilayah ini pernah melahirkan dua ulama kharismatik, Syekh
Abdurrauf dan Syekh Hamzah Fanshuri sebagai sekaligus pemantik khasanah
budaya dan sejarah yang mengagumkan di nusantara. Banyak pahlawan besar

berasal dari Singkil yang peran mereka tak bisa dinafikan meskipun cenderung

“°|bid Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil
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diabaikan dalam tonggak sejarah Aceh. Ada Siti Ambiyah, Sultan Daulat,
Datuk Murad, Datuk ljo atau Mat Tjo. “Kerajaan-kerajaan Tua di Singkil (16
Mai 1989). Banyak terdapat kerajaan dan makam para ulama yang punya
hubungan benang merah dengan kerajaan-kerajaan yang ada di Aceh,” kata
sejarahwan Indonesia, Tengku Lukman Sinar.*®

2. Pendidikan, Mata Pencarian, Agama, dan Adat

Pendidikan merupakan suatu hal sangat penting bagi setiap anak
bangsa, kesempatan memproleh pendidikan sampai ke perguruan tinggi adalah
hak bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu kepedulian semua
pihak kepada pendidikan dan sarana setiap desa menajdi hal yang sangat
penting pada saat ini, terutama pendidikan dasar.

Pendidikan di Kabupaten Aceh Singkil sudah dalam peningkatan dan
lebih maju jika dibandingkan dengan masa lalu akan tetapi perlu perhatian serta
kepedulian sesam pihak baik pemerintah maupun element masyarakat.
Keterpaduan dan kesamaan sikap pihak pemerintah dan masyarakat dalam
memikirkan perkembangan pembangunan untuk kepentingan pendidikan
merupakan hal yang sangat penting dan sebaiknya harus mendapat prioritas
utama.

Mata pencarian penduduk Aceh Singkil merupakan mata pencarian
yang berbeda-beda, ada yang tetap seperti PNS, TNI/POLRI dan tidak tetap
seperi buruh bangunan, tukang bengkel, penjualan, supir, tukang jahit, petani
dan nelayan.5!

Mengenai agama di Kabupaten Aceh Singkil hampir rata-rata memeluk
agama lIslam 87,95% dan lainya seperti Kristen 11,84%, Protestan 10,93%,
Katolik 0,91%, Kepercayaan 0,20% dan lainya 0,01%.

Suku Singkil mempunyai adat tersendiri yang disesuaikan dengan
agama Islam. Acara adat sering terlihat pada Perkawinan ataupun Khitan.

SChttps://acehprov.go.id/berita/kategori/jelajah/singkil-dalam-pernik-sejarah-aceh
diakses pada tanggal 8 Februari 2023
S1bid Pusat Statistik Kabupaten Aceh Singkil
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3. Gambaran Umum Wilayatul Hisbah dan Perederan Khamar di Aceh

Singkil

1) Wilayatul Hisbah

Polisi Pamong Prajaadalah polisi yang mengawasi dan mengamankan
keputusan pemerintah di wilayah kerjanya. Sedangkan Wilayatul Hisbah
adalah lembagaatau badan yang berwenang mengingatkan anggota masyarakat
tentang aturan-aturan yang ada yang harus diikuti, cara menggunakan dan
menaati peraturan serta tindakan yang harus dihindari karena bertentangan
dengan peraturan.®> Menurut Pasal 244 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11
Tahun 2006, Polisi Wilayatul Hisbah merupakan penegak serta pengawas
pelaksanaan Syariat Islam dan menjadi bagian integral dari Polisi Pamong
Praja, dan atas dasar hukum tersebut dibentuklah Satuan Polisi Pamong Praja
dan Wilayatul Hisbah.

Menurut Permendagri Nomor 95 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah
Aceh, Pasal 13 ayat (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
adalah Perangkat Pemerintah Aceh di bidang penegakan pelaksanaan Qanun
dan Syariat Islam, ketentraman, ketertiban umum, perlindungan masyarakat
serta hubungan antar lembaga, ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah sebagaimana dimaksud padaayat (1) dipimpin oleh seorang
Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur
melalui Sekretaris Daerah Aceh. Sedangkan menurut Pasal 4 Peraturan
Gubernur Aceh Nomor 139 Tahun 2016 Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah ~Aceh adalah perangkat daerah sebagai unsur
pelaksanaPemerintah Aceh di bidangketertiban umum dan Kketentraman
masyarakat. Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah di Aceh diatur
oleh Qanun baik provinsi maupun kabupaten/kota atau Peraturan Gubernur dan
Peraturan Bupati/Peraturan Walikota.

52Al Yasa Abubakar, Wilayatul Hisbah Polisi Pamong Praja dengan Kewenangan
Khusus di Aceh, (Banda Aceh: Dinas Syariat Islam, 2009), him. 22.
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Visi Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh adalah
“menjadi lembaga penegak ganun dan kebijakan Kepala Daerah yang
profesional dan kredibel untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya
masyarakat Aceh yang bermartabat dan sejahtera”, dengan misi memperkuat
mutu lembaga dan ketatalaksanaan penegakan ganun dan kebijakan Kepala
Daerah, meningkatkan intensitas penegakan ganun (Peraturan Daerah) dan
kebijakan Kepala Daerah serta mewujudkan ketentraman dan ketertiban umum
didalam kehidupan = bermasyarakat, berperan aktif dalam meningkatkan
Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Wilayatul Hisbah Aceh Singkil berada di Pulo Sarok Kecamatan Singkil,
Kabupaten Aceh Singkil dengan jumlah anggota Wilayatul Hisbah 78 orang
beserta luas wilayah Kabupaten Aceh Singkil 1.857,88 km?2 seperti di urai
sebelumnya. Wilyatul Hisbah Aceh Singkil pada umumnya sistem dalam
penegakan syariat Islam pada umumnya sama dengan sistem Wilayatul Hisbah
Provinsi Aceh.

2) Peredaran Khamar

Peredaran gelap dalam penyalahgunaan Khamar dan sejenisnya di
Kabupaten Aceh Singkil dewasa ini, juga sudah mencapai pada tahap yang
serius dan mengkhawatirkan serta merugikan bagi orang lain dan yang
mengonsumsinya. Di Aceh Singkil, kehidupan masyarakat pekerjaannya lebih
dominan kebanyakan sebagai petani atau berkebun, selain itu, peternak dan
nelayan. Sedangkan dalam kondisi kehidupan sosial masyarakat Aceh Singkil
adalah masyarakatnya religius, hidup damai dan gontong royong. Namun,
dibalik hal tersebut ada pengaruh yang cenderung terjadi dikehidupan
bermasyakat Aceh Singkil seperti Peredaran Khamar oleh usaha sebagain
masyarakat serta penggunaan atau mengkonsumsi Khamar.

Hal tersebut dipengaruhi oleh faktor lingkungan hidup, faktor
kesenangan, faktor ekonomi, kurangnya pengetahuan agama, serta bahan baku

yang mudah di dapatkan. Peredaran ini pula terjadi karena dipengaruhi oleh
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kemajuan tekonologi dengan melihat di TV, menonton Youtube serta
kurangnya kesadaran diri terhadap pemahaman mengenenai mudorat dan
bahanya Khamar.

Berbicara peredaran Khamar dimana orang tua dahulu menjadikan
Khamar sebagai obat namun pada Peradaran Khamar dalam Masyarakat Aceh
Singkil sekarang adalah sampai mabuk-mabukan dan tak sadarkan diri. Hal
tersebut dilakukan oleh anak remaja sampai orang dewasa guna untuk
menghilangkan stress dan beban pikiran mereka.

Peredaran gelap yang terjadi karena permintaan konsumen meningkat
yang dimana peredaran ini mulai dari bahanluar seperti miras botol bintang,
anggur merah cap orang tua, bahkan dari hasil olahanlokal masyarakat Aceh
Singkil seperti tuak dari pohon aren dan tuak suling.®® Barang ini biasanya
tersedia di tempat warung remang-remang, caffe, hotel/penginapan bahkan
berada di tempat-tempa lainyang rawan akan terjadinya pelanggaran Khamar.
B. Tingkat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Khamar Oleh

Wilayatul Hisbah di Aceh Singkil

Penegakan Hukum terhadap tindak pidana Khamar merupakan suatu
tindakan yang dilihat dari keberhasilan sesuatu yang dicapai. Penegakan
Hukum syariat Islam merupakan suatu yang dilakukan dinas terkait, untuk
meminimalisir pelanggaran syariat Islam khususnya tentang Khamar, sehingga
syariat Islam berjalan sesuai dengan apa yang diharapkan.

Tingkat Penegakan Hukum terhadap tindak pidana Khamar oleh
Wilayatul Hisbah dalam mengurangi Khamar di Aceh Singkil berjalan dengan
baik, akan tetapi masih ada pelanggaran yang terjadi sehingga Penegakan
Hukum serta dalam menjalankan  kewenangan Wilayatul Hisbah dalam

mengurangi Khamar di Masyarakat Kabupaten Aceh Singkil terhambat.>*

53Hasil wawancara dengan Bob Riswandi selaku seksi pengaduan dan penanganan
pelagangaran syariat islam, 28 April 2023

%4Hasil wawancara dengan Simbolon selaku Wakil Ketus | MPU, di Aceh Singkil pada
tanggal 2 Mei 2023.
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Secara umum, program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja dan
Wilayatul Hisbah Aceh dengan Kabupaten/kota tidak berbeda walaupun di
beberapa nomenklatur kegiatan terdapat perbedaan, namun maksud dan
tujuannya sama, seperti Program Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan
Tindak Kriminal di Tingkat Provinsi yang memuat beberapa kegiatan
Penegakan, Pengawasan dan Penertiban Pelanggaran Perda Tibumtranmas dan
Qanun Syariat Islam. Sedangkan di Kabupaten/Kota, Nomenklatur
program/kegiatan terkait hal tersebut adalah Program Peningkatan Keamanan
dan Kenyamanan Lingkungan serta Program Peningkatan Pengawasan
Pelaksanaan Syariat Islam.

Secara vertikal Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah Aceh
berkonsolidasi dan berkoordinasi dengan Departemen Kementerian Dalam
Negeri Direktorat Jenderal (Ditjen) BinaAdministrasi Kewilayahan, yang mana
salah satu indikator Program BAK yang bersinergi dengan TUPOKSI Satpol
PP-WH Aceh adalah penyediaan layanan dasar bidang ketentraman dan
ketertiban umum, sehingga di dalam Renstra Bidang BinaAdministrasi
Kewilayahan terdapat kegiatan Pembinaan Ketentraman, Ketertiban dan
Perlindungan Masyarakat; dengan sasaran kegiatan peningkatan pembinaan
kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan Satuan
Perlindungan Masyarakat dalam menciptakan ketentraman, ketertiban dan
perlindungan masyarakat.%®

Berdasarkan hasil wawancara dari bebarapa tokoh/lembaga tingkat
penegakan hukum terhadap tindak pidana Khamar oleh Wilayatul Hisbah dalam
mengurangi Peredaran Khamar di masyarakat Kabupaten Aceh Singkil sejauh
ini belum optimal karena berdasarkan hasil peniliti dapatkan dengan cara
observasi dari beberapa responden dari Wilayatul Hisbah, Dinas Syariat Islam,
Majelis Permusyawaratan Ulama dan Tokoh Agama/Masyarakat berikut:

SShttps://satpolppwh.acehprov.go.id/media/2021.09/renstra_2017-202211 di akses pada
tanggal 12 Mei 2023.
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Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Yani selaku Kepala Satuan
Polisi Pamong PrajaWilayatul Hisbah Aceh Singkil menyebutkan bahwa
pencapain dalam pelaksanaan kewenangan sudah dijalankan sebagaimana
mestinya seperti melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, dan
melakukan bantuan atas pelaksanan hukum seperti cambuk, karena itu sudah
menjadi target yang dituangkan. Sosialisasi kepada masyarakat sudah
dilakukan dengan baik secara langsung maupun tulisan dengan media cetak
dengan menyesuaikan bahasaagar mudah diserap atau dipahami.

Dalam melakukan sosialisasi, Wilayatul Hisbah dapat melakukan
penyuluhan di desa-desa, sekolah baik SMP dan SMA maupun ke tempat yang
rawan akan terjadinya pelanggar Syariat Islam Khususnya Khamar, seperti
tempat cafe, warung remang-remang dan warung tepi pantai. Sosialiasi yang
dilakukan dengan cara ceramah maupun media cetak seperti spanduk dan
poster.>

Jawaban di atas merupakan pertanyaan yang diajukan kepada Wilayatul
Hisbah, pertanyaan dan jawaban sama pula saya dapatkan dari Dinas Syariat
Islam dan Majelis Permusyawaratan Ulama.

Hal yang berbeda pula dari Tokoh Masyrakat dan Tokoh Agama,
Berdasarkan wawancara dengan Arabia Sholihin selaku salah satu Tokoh
Agama di Aceh Singkil mengatakan bahwa pencapaian tujuan dalam
kewenangan Wilayatul Hisbah sudah dijalankan namun terkait dalam
menegakkan hukum syariat oleh Wilayatul Hisbah beliau pesimis terhadap
kemampuan Wilayatul Hisbah dalam menegakkan hukum syariat Islam
khususnya tentang Khamar di Aceh Singkil belum begitu maksimal
meminimalisir Khamar di berbagai tempat yang rawan melakukan kemaksiatan
baik berupa meminum Khamar, menjual, dan sebagainya. Inilah yang harus

menjadi perhatian karena Wilayatul Hisbah sudah berdiri lebih dari 14 tahun

S6Wawancara dengan Ahmad Yani, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, pada tanggal 1
Mei 2023 di Aceh Singkil.
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tempat-tempat maksiat yang saya ketahui belum juga tutup sampai hari ini. Hal
ini tentu menjadi nilai dan kesan yang konroversial bagi pandangan masyarakat
sertamerupakan kejanggalan terhadap keberadaan lembagaWilayatul Hisbah.5’

Wawancara dengan Sugiarto selaku salah satu juga merupakan Tokoh
Agama di Aceh Singkil mengatakan meskipun penegakan syariat Islam di Aceh
14 tahun lebih tetapi belum nampak kesan bahwa Wilayatul Hisbah sebagai
pengawas syariat Islam secara kaffah dikarenakan antara lain: pertama, karena
selama ini pemerintah kurang memperhatikan terhadap pelaksanaan syariat
Islam. Kedua, kurangnya persiapan baik kemampuan sumber daya manusianya,
kelengkapan sarana dan prasarana. Ketiga, karena Aceh dilanda konflik yang
berkepanjangan, sehingga telah melahirkan perbedaan yang lebar dan
terputusnya komunikasi antar lembaga.>®

Kemudian wawancara dengan bapak sudarsono selaku tokoh
masyarakat mengatakan bahwa Wilayatul Hisbah dalam menjalankan
wewenangnya masih kurang menjalin koordinasi yang baik dari pihak
kepolisian, sehingga mereka saling lempar tanggung jawab dan saling
menyalahkan dilapangan, seharusnya Wilayatul Hisbah maupun Kepolisian
bekerja sama dalam mengawal penerapan Qanun dan saling merasa
bertanggung jawab. Di tambah lagi Wilayatul Hisbah terkesan tebang pilih
dalam menindak pelaku pelanggaran terhadap Qanun syraiat khususnya tentang
Khamar di Aceh Singkil.

Minimnya pembekalan dan ditambah dangkalnya pemahaman terhadap
syariat Islam telah membuat anggota Wilayatul Hisbah Aceh Singkil kurang
optimal dalam melaksanakan tugasnya atau pencapain tujuan penegakan
syaraiat Islam secara kaffah dan bahkan tidak menutup kemungkinan mencoret
nama baik Wilayatul Hisbah dan berakibat hilangnya kepercayaan masyarakat.

Seharusnya standarisasi perekrutan anggota Wilayatul Hisbah Aceh Singkil

S"Wawancara dengan Arabia Sholihin selaku Tokoh Agama, pada tanggal 4 Mei 2023
58 Wawancara dengan Sugiarto selaku Tokoh Agama, pada tanggal 4 Mei 2023
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harus dilakukan dengan baik, sehingga kedepannya paraanggota Wilayatul
Hisbah benar-benar berkompeten dan menjunjung tinggi nilai syariat Islam di
bidangnya sebagai penegak Syariat Islam di Wilayah Aceh Singkil.®

Perlunya peningkatan Sosialisasi, Pengawasan, dan Pembinaan menjadi
poin yang paling signifikan agar penerapan Qanun Hukum Jinayat dapat
ditegakkan secara optimal dan secara terus menerus (istiqgamah). Sosialisasi
dapat dilakukan dengan beragam cara, baik melalui media sosial atau bahkan
penempatan spanduk atau baliho, agar masyarakat dapat mengetahui tentang
Qanun Hukum Jinayat. Inilah yang diutarkan oleh Hasanah yang mengatakan
bahwa ““ia mengetahui terkait pemberlakuan Qanun Jinayat melalui baliho yang
dipasang sekitaran wilayahnyadalam waktu lalu, walaupun sebenarnya ia
(Hasanah) tidak terlalu paham maksud dari Qanun Hukum Jinayat”.°

Pentingnya pemahaman masyarakat terhadap pemberlakuan Qanun
Hukum Jinayat khususnya tentang Khamar  bertujuan agar timbulnya
kesadaran Hukum dalam berkehidupan serta dalam usaha menegakkan Syariat
Islam di Aceh, termasuk wilayah terletak di ujung tenggara seperti Aceh
Singkil. Inilah alasan yang disampaikan oleh Tokoh Agama ketika menjelaskan
alasan mengapa harus mengetahui Qanun Hukum Jinayat. laArabia Sholihin
yang berperan sebagai Tokoh Agama mengatakan “Qanun Hukum Jinayat
penting diketahui karena Qanun tersebut adalah salah satu peraturan Syariat
Islam yang diimplementasikan di Aceh, Sehingga hal itulah yang membedakan
antara Aceh dan provinsi lain, yang dimanaAceh mayoritas muslim serta
mempunyai keistemawaan.5!

Keikutsertaan aparatur desa maupun yang mewakili seperti Tokoh
Agama dalam upaya sosialisasi Qanun Hukum Jinayat sangat signifikan

perannya, sehingga dengan adanya sosialisasi, secara sadar masyarakat sudah

59 Wawanacara dengan bapak Sudarsono selaku tokoh masyarakat, 5 Mei 2023

50Hasil wawancara dengan Hasanah Warga Desa Buluara, pada tanggal 10 mei 2023 di
Kabupaten Aceh Singkil

®11bid Arabia Sholihin



47

memasuki tahap awal untuk meningkatkan kesadaran hukum. Hal ini
sebagaimana dijelaskan oleh Soerjono Soekanto bahwa, kesadaran hukum
dibangun atas dasar empat indikator. Pertama Pengetahuan Hukum. Kedua
pemahaman Hukum. Ketiga sikap Hukum. Keempat prilaku Hukum.®? Artinya,
agar masyarakat Kabupaten Aceh Singkil “sadar” terhadap hukum, maka
langkah awal yang harus dilakukan adalah memahamkan (pengetahuan dan
pemahaman) Qanun Hukum Jinayat dengan cara sosialisasi kepada masyarakat
Aceh Singkil. Inilah yang kemudian disesalkan oleh salah satu warga
masyarakat (Muslim L), yang mengatakan bahwa: “Walaupun sudah ada
baliho yang menjelaskan tentang Khamar yang tertempel di pusat Kabupaten
Aceh Singkil akan tetapi secara detailnya belum pernah diadakan perkumpulan
dan diperjelas maksud dan tujuannya secara luas, sehingga, masyarakat dapat
memahami dan memaklumi isi Qanun tersebut.%3

Sebagaimana diketahui bahwa, peran semua pihak sangat dibutuhkan
dalam usaha penegakan syariat Islam di Aceh, mulai dari Gubernur dan DPR
dalam legislasi Qanun berbasis syariat Islam, kemudian Majelis
Permusyawaratan Ulama sebagai pemberi fatwa, peran Dinas Syariat Islam
dalam usaha penyuluhan, peran Wilayatul Hisbah dalam tahapan penertiban,
terlebih peran aparatur desa dan warga masyarakatnya sehingga dapat
diterapkan Qanun Hukum Jinayat secara optimal. Ada banyak peran
masyarakat yang dapat dilakukan dalam usaha penegakan Qanun Hukum
Jinayat, misalnya ikut sharing informasi yang dilakukan dengan ragam
kepiawaian masing-masing. Sebagai contoh, peran yang dilakukan oleh Hendri
(30 Tahun) seorang pekerja honerer, ketika peneliti menanyakan terkait
perannya dalam usaha membagikan informasi tentang pemberlakuan Qanun

Hukum Jinayat, ia mengatakan “pernah ikut menempel dan membagikan

52Soerjono Soekanto, Kesadaran Hukum dan Kepatuhan Hukum, (Jakarta: Rajawali
Pers, 2021), him. 157.

83Wawancara dengan Muslim L, warga Desa Lae Riman , pada tanggal 11 mei 2023 di
Aceh Singkil
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surat/banner tentang Qanun Hukum Jinayat di beberapa warung kopi yang
sering dikunjungi masyarakat dan juga perkantoran, hal ini telah ialakukan
sejak tahun 2018 lalu.”® Peran yang dilakukan oleh Hendri sebagaimana
tersebut merupakan partisipasi yang penting diperhatikan, mengingat masih
banyak masyarakat Aceh Singkil secara umum yang masih tidak
mengindahkan aturan Syariat Islam itu dalam kedidupan sehari-hari masyaraat
di Aceh Singkil.%® Dari sini dapat dipahami bahwa, penegakan Qanun Hukum
Jinayat mesti diupayakan semaksimal mungkin dengan memberikan informasi
yang banyak agar pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat terhadap
penerapan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, sehingga
hasil yang maksimal dari kebijakan Syariat Islam dapat tercapai dengan
sempurna (kaffah).

Berdasarkan observasi peneliti bahwa tingkat efektivitas kewenangan
Wilayatul Hisbah dalam mengurangi Khamar dalam masyarakat Kabupaten
Aceh Singkil sudah berjalan baik tetapi tidak sepenuhnya efektif. Kewenangan
yang dimiliki oleh Wilayatul Hisbah sudah berjalan dengan baik akan tetapi
tidak sepenuhnya efektif seperti pengawasan terhadap peraturan Syariat Islam,
dan pengawasan agar tidak terjadinya pelanggaran Syariat Islam oleh
perseorangan, kelompok, perusahaan/lembaga/intansi. Melakukan pembinaan
kepada setiap orang yang diduga telah, sedang atau melakukan pelanggaran
Syariat Islam. Dan pembantuan eksekusi jika diminta oleh jaksa Penuntut

Umum.%6

5Wawancara dengan Hendri, warga desa Biskang, pada tanggal 12 mei 2023 di Aceh
Singkil.

%Indikator yang menunjukkan bahwa beberapa masyarakat tidak mengindhkan
pemberlakuan Syariat Islam seperti, masih ada warga terjaring razia disebabkan pemicu tempat
mabuk-mabukan yang semula dari tempat karaoke dan lainnya. Dalam operasi yang dilakukan
senin 14 Maret 2022 pada malam hari contohnya: masih ada penyedian tempat karaoke dan atau
pemicu untuk meminuman tuak. Dikutip dari https://www.google.com/amp/s/www.acehportal.-
com/news/gerebek-tempat-hiburan-5-pemandu-karaoke-diamankan-satpol-pp-dan-wh-aceh-
singkil/amp.html

%6Hasil observasi dari Wilayatul Hisbah, pada tanggal 1 mei 2023 di Aceh Singkil.
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Masalah lainya yang menurut penulis tidak kalah penting adalah
sulitnya masyarkat dalam mengakses informasi, keluhan, dan laporan
pelanggar Syariat Islam. Menurut informasi yang penulis terima dalam hal
mengakses informasi hanya sebatas informasi dari media yang lain dan tidak
adanya website tersendiri. Mengenai keluhan dan laporan hanya dapat
melakukan via telepon saja atau langsung melapor ke kantornya Wilayatul
Hisbah, seharusnya lembaga Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
lebih memamfaatkan teknologi dengan tidak hanya menerima keluhan dan
laporan dari via nomor telepon saja tapi juga menerima dari Email, WhatsApp,
Twiter dan Intagram yang banyak digunakan oleh masyarakat milenial saat ini.
Atau jika memungkinkan menciptakan satu aplikasi khusus untuk pengaduan
keluhan dan laporan seperti SIWAS pada pengadilan, hal ini tentu lebih
memudahkan masyarakat dan petugas dalam pelaksanaan Syariat Islam.®’

Selanjutnya menjalin Komunikasi yang lebih baik lagi antaraWilayatul
Hisbah dan Tokoh Agama serta lainya tentunya menjadi pendorong mendapat
informasi serta keluhan yang terjadi dalam masyarkat Kabupaten Aceh Singkil.

C. Faktor-Faktor yang Menjadi Hambatan dan Strategi Wilayatul
Hisbah dalam Mengurangi Khamar di Aceh Singkil

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi suatu penegak hukum di
dalam suatu daerah. Merujuk pada teori Soerjono yang menjelaskan bahwa
permasalahan pokok dalam menegakkan hukum terletak pada hukumnya itu
sendiri. Pertama peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kedua penegak
hukumnya yakni pihak-pihak yang mengawal penegakan hukum. Ketiga sarana
atau fasilitas yang mendukung penerapan hukum. Keempat masyarakat dimana
hukum tersebut diberlakukan. Kelima budaya hukum di masyarakatnya.

Hambatan penegakan Syariat Islam di Aceh tidak jauh dari lima hal di

atas.

"Hasil observasi dari masyarakat dan tokoh agama, pada tanggal 12 mei 2023.
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1. Faktor Penghambat
Bebarapa faktor yang menjadi hambatan Wilayatul Hisbah dalam
mengurangi Khamar di Aceh Singkil yaitu hambatan Internal dan Eksternal:
a. Faktor Internal

1) Kurangnya Anggaran

Berdasarkan wawancara dengan Ahmad Yani merupakan
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
bahwaterbatasnyaanggaran merupakan hambatan terbesar dalam
penegakan syariat Islam di Aceh singkil, penegakan serta pengawalan
membutuhkan biayaatau anggaran tidak sedikit. Mulai dari
pembiayaan peningkatan kapasitas aparatur Wilyatul Hisbah seperti
kebutuhan diklat maupun biaya insentif dan honor petugas, biaya
operasional, biaya pengadaan sarana prasarana pendukung,
penyelenggaraan program kerja, sosialisasi, dan kebutuhan lainnya.
Pemerintah tentu saja menyediakan anggaran untuk pelaksanaan
penegakan syariat Islam namun masih terbatas atau masih kurang,
seperti hasil wawancara dengan pak Zulkarnaini, SE yang
mengatakan dana dari pemerintah ada tetapi masih terbatas ataupun
kurang;
2) Kurangnya Kinerja Sumber Daya Manusia

Berdasarkan wawancara dengan Zulkarnaini selaku Ketua
Bidang Pengawasan Syariat Islam bahwa Kurangnya sumber daya
manusia dapat mempengaruhi proses dalam melakukan pengawasan
syariat Islam khususnya dalam pengurangan khamar, di Wilayatul
Hisbah Aceh Singkil sekarang yang berstatus sebagai PPNS belum
ada sehinggapada penyelidikan dan penyidikan masih memerlukan
kepada penyelidikan dan penyidikan dari Polres Aceh Singkil.

Minimnya petugas Wilayatul Hisbah dan yang menjadi
Penyidik Pegawai Negeri Sipil tentu menjadi hambatan Wilayatul
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Hisbah dalam Penegkan Syariat Islam, mestinya Wilyatul Hisbah
benar-benar mendapat perhatian khusus dari pemerintah Aceh.

Dengan melihat luasnya wilayah Aceh Singkil yang mencapai
1.857,88 km? dan kabupaten ini terdiri dari daratan dan kepulauan
yang menjadi bagian dari Aceh Singkil, jumlah anggota Wilayatul
Hisbah Aceh Singkil 78 orang dengan jumlah 11 kecamatan, 16
mukim dan 120 desa. Oleh karena itu dimana membuat Satpol PP dan
WH Tidak bisa menjalankan tugasnya ke semua daerah, kantor yang
berada sangat jauh dari bebrapa daerah di Aceh Singkil membuat
Satpol PP dan WH tidak bisa menjangkau, sehingga kurangnya pos-
pos penghubung membuat sedikit terjadinya penghambatan dalam
pengawasan.
. Faktor Eksternal
1) Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Arabia Shalihin selaku tokoh agama mengatakan hambatan
dalam penegakan jarimah Khamar ini juga termasuk minimnya
kesadaran dan pemahaman masyarakat, dan kurangnya perhatian
masyarakat terhadap pelangagran Khamar saat terjadi di sekitar
kemudian sebagian enggan melaporkan kepada lembaga Satpol PP
dan WH, Masyarakat menganggap bahwa itu adalah semata mata
tugasnya Satpol PP dan WH, maka kurangnya kerja samaantara
tokoh agama dan Satpol PP dan Wilayatul Hisbah. Dengan
kurangnya pemaham masyarakat sehingga perlu ditingkatkan
kembali kesadaran masyarakat terhadap pelanggaran Khamar

Jamaluddin selaku Tokoh Agama menambahkan Dalam
beberapa tahun terakhir ini pelanggaran terhadap syariat Islam yang
terjadi sudah pada tahap yang mengkhawatirkan. Pelanggaran syariat
Islam dilakukan oleh hampir semua tingkatan dan golongan, serta

pelanggaran terjadi hampir setiap saat secara terang-terangan. Hal ini
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dapat terjadi karena nilai-nilai Syariat Islam yang diberlakukan di
Aceh belum bisa masuk menjadi nilai-nilai struktural masyarakat.
Artinya diperlukan keseriusan dan ketegasan pemerintah dalam
menegakkan Syariat Islam di Aceh. Menanam nilai-nilai Syariat
Islam secara struktural melalui penerapan hukun di samping juga
menanam Syariat Islam secara kultural secara fungsional akan
lebihterjadi pembatinan Syariat Islam dalam masyarakat. Hukum
Islam harus ditegakkan secara menyeluruh dan berkeadilan.

Karena menegakkan hukum Islam dengan bentuk pengadilan
yang tidak tegas dan bukan dengan azas berkeadilan sulit dapat
memberi kesadaran hukum dan ketaatan hukum kepada masyarakat.
Bahkan sering terjadi para terdakwa.

Ketidakseriusan dan kurangnya sosialisasi tentang tata cara
pelaksanaan Syariat Islam yang seharusnya terhadap masyarakat oleh
pemerintah melalui Dinas Syariat Islam terkait dengan melakukan
sosialisasi, diskusi-diskusi rutin dengan masyarakat Aceh di berbagai
pelosok. Keterlibatan aktif masyarakat dalam penerapan Syariat
Islam memang diperlukan tetapi tetap menempuh prosedur hukum
yang berlaku sehingga niat baik menegakkan hukum Islam tidak
melanggar hukum dan norma lainnya yang berlaku di negara ini.58

Dari uraian di atas, tentang faktor penghambat dalam
mengurangi Khamar di Aceh Singkil dapat peneliti simpulkan
bahwaantara lain adalah, kurangnya partispasi masyarakat, dan
kesadaran masyarakat serta dukungan dari masyarakat sehingga jika
terjadi suatu pelanggaran di masyarakat enggan untuk melaporkan
karenaadanya rasa takut dan kurangya bukti. Mengenai respon
masyarakat Kabupaten Aceh Singkil menyambut positif penerapan

%Wawancara dengan Jamaluddin, Tokoh Agama, pada tanggal 8 Mei 2023 di Aceh
Singkil
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Qanun Aceh Nomor 6 tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Hal ini
dikarenakan, dengan hadirnya Qanun Hukum Jinayat banyak
masyarakat yang terhindar dari perbuatan maksiat khususnya tentang
Khamar. Namun kendala penegakan Qanun Hukum Jinayat
khususnya tentang Khamar di masyarakat Kabupaten Aceh Singkil
terlihat dalam proses dan cara memberikan pemahaman kepada
selurun masyarakat agar tertib dan sadar akan keberadaan Qanun
Hukum Jinayat sebagai usaha penegakan Syariat Islam secara baik
maupun yang (kaffah) khusunya oleh lembaga Wilayatul Hisbah yang
merupakan tanduk pengawasan dibidang Syariat Islam di Aceh
Singkil ini.
2) Kurangnya Perlindungan Pemerintah

Hasil wawancara dengan M Nasir selaku anggota Wilayatul
Hisbah bahwadalam melaksankan tugas fungsi dan wewenang
terkadang menghadapi berapaancaman dan kurangnya perlindungan
dari pemerintah, yang mana ketika melakukan pengawasan lalu
menemukan pelanggaran syariat Islam salah satunya Khamar
kemudian salah satu pelaku Khamarnya melakukan ancaman kepada
satuan Polisi pamong Praja dan Wilayatul Hisbah karena merka
berasal dari keluarga TNI, kerabat POLRI, atau aparat lainnya,
dengan demikian kendala yang seperti ini mempengaruhi dari proses
pelaksanaan pengawasan yang dilkukan Satpol PP dan WH maka
dari itu perlu perlindungan Khusus kepada lembaga tersebut.

Berdasarkan dari hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan
bahwa ketika dalam melakukan pengawasan perlu adanya
perlindungan pemerintah karena dapat mempengaruhi proses
terlaksananya pengawasan yang dilakukan WH yang akan menajdi
kendalaatau hambatan maka dari itu perlu adanya dukungan dan

perlindungan khusus atau dapat berkeja sama dengan intansi lainya.
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Hasil observasi dari peneliti memang Wilayatul Hisbah
terkendala dalam melaksankan tugas pokoknya, kendala itu baik
sifatnya internal maupun eksternal ketika melakukan pengawasan
terhadapat orang yang melakukan pelanggaran syariat Islam
khususnya tentang Khamar.°

2. Strategi Wilayatul Hisbah dalam Mengurangi Khamar di Aceh Singkil
a. Melakukan Patroli dan Kerja Sama Antar Lembaga

Berdasarkan wawancara yang peneliti dapatkan bahwa strategi
Wilayatul Hisbah dalam mengurangi Khamar yaitu dengan cara Patroli,
anggota Wilayatul Hisbah melakukan patroli di pagi hari sekitar jam
10:00 WIB dengan mobil patroli yang terdapat di Kantor Satpol PP dan
WH Kabupaten Aceh Singkil yang di pimpin oleh Ketua Bidang
Wilayatul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil.

Kemudian Assapawi selaku anggota Wilayatul Hisbah
mengatakan bahwa strategi Wilayatul Hisbah dalam mengurangi
Khamar berdasarkan dengan kerja sama antara lembaga dan instansi
terkait, bekerja sama dengan pihak seperti, Satuan Polisi Pamong Praja,
Dinas Syariat Islam, Kepolisian, TNI dan sebagainya untuk patroli atau
segala laporan dan patroli. Dan Wiayatul Hisbah juga meminta bantuan
dari Masyarakat agar mengawasi dan memantau tempat-tempat yang
rawan terjadinyakhamar.”

Berdasarkan wawancaradengan Zulkarnaini selaku Bidang
Pengawasan Syariat Islam bahwa startegi Wilayatul Hisbah dalam
mengurangi Khamar di kabupaten Aceh Singkil yang telah kami
laksankan yaitu: melakukan patroli ke tempat yang dicurigai akan

pelanggaran Khamar, meningkatkan kerja sama antara semua pihak

59Hasil observasi dari lembaga Wilayatul Hisbah dan Dinas Syariat Islam, pada tanggal
14 Mei 2023 di Aceh Singkil.

"OHasil wawancara dengan Assapawi selaku anggota Wilayatul Hisbah Aceh Singkil,
pada tanggal 1 Mei 2023
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yang bersangkutan seperti Dinas Syariat Islam, Majelis
Permusyawaratan Ulama, tokoh agama, dan tokoh masyarakat. Kerja
sama dan dukungan semua pihak merupakan suatu pencapaian yang
kokoh dalam membangun keterlibatan sesama sebagai sistem
pencegahan syariat Islam khususnya dalam Penegakan Hukum terhadap
tindak pidana Khamar oleh Wilayatul Hisbah serta dalam mengurangi

atau meminimalisir Khamar.

b. Melakukan Pembinaan Terhadap Pelanggar Syariat Islam dan
Sosialisi
Lebih lanjut Hasmida selaku Seksi Pembinaan dan Penyuluhan

Syariat Islam menerangkan bahwa strategi/upaya Wilayatul Hisbah

adalah melakukan pembinaan terhadap orang yang melanggar jarimah

Khamar, dan sosialisasi dalam pendekatan khusus di kalangan remaja

dan orang tua yang masih dalam pelanggaran Khamar. wilayatul

Hisbah perlu adanya konsep dan sistem yang memusatkan pencegahan

penyimpangan Syariat Islam pada remajaatau orang-orang tua yang

melanggar syariat Islam itu sendiri.”

Jadi berdasarkan uraian di atas peneliti simpulkan startegi/upaya
Wilayatul Hisbah dalam mengurangi atau meminimalisir  Khamar di
Kabupaten Aceh Singkil antara lain adalah melakukan peningaktan
pengawasan ekstra pada lokasi yang rawan terjadinya pelanggaran tentang
Khamar, sosialisasi dengan cara ceramah dan spanduk yang targetnya kepada
masyarakat dan sekolah-sekolah, sosialisasi ke warung atau cafe dengan
mengirimkan surat yang berisikan Qanun larangan Khamar, pembinaan
terhadap pelanggar syariat Islam, kemudian melakukan patroli rutin, baik di
siang hari maupun malam hari paling kurang tiga kali seminggu yang

terindikasi akan terjadinya pelanggaran di bidang Khamar.

"Hasil wawancara dengan Hasmida selaku Seksi Pembinaan dan Penyuluhan Syariat
Islam Wilayatul Hisbah Aceh Singkil, pada tanggal 1 Mei 2023
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D. Analisis Data

Memperhatikan semua uraian di atas, selanjutnya penulis akan
menjelaskan penegakan hukum terhadap tindak pidana Khamar oleh Wilayatul
Hisbah serta penerapan Qanun yang dijalankan oleh Satpol PP dan WH, disini
penulis menganalisis konsep penegakan hukum dalam peraturan daerah yang
berkaitan dengan lembaga Satpol PP dan WH dalam penerapan dilapangan
apakah sejalan dengan Qanun yang telah di terapkan, kemudian faktor yang
menjadi tantangan atau hambatan dalam bekerja sama dalam penyelenggaraan
syariat Islam secara kaffah diAceh Singkil ataupun kekurangan lainya.

Penegakan Qanun jinayat Kkhususnya tentang Khamar dalam
penerapannya tidak terlepas dari koordinasi yang baik antara Sapol PP dan
Wilayatul Hisbah maupun lembaga lainya seperti POLRI/POLRES dan TNI.Di
samping itu Satpol PP dan WH masih terhubung dalam berkeja sama dibebapa
pihak seperti DSI, MPU, dan Tokoh Agama dalam mewujudkan Islam Secara
Kaffah di Aceh Singkil. Dengan demikian apabila suatu koordinasi berjalan
dengan baik atau lancar maka Satpol PP dan WH dapat mewujudkan Syariat
Islam secara baik atau lebih efektif pula. Sehingga bagi Wilayatul Hisbah
tersendiri dengan menambahkan jumlah anggota dan pembinaan dengan
menumbuhkan pemahaman arti penting dari Syariat Islam dan tentunya demi
kepentingan pengawasan dan tindakan pelaksanaan syariat. Hal ini perlu
ditingkatkan kembali karena sebahagian Kawasan terpencil belum menyeluruh
serta Program ini harus ditingkatkan kembali oleh Satpol PP dan Wilayatul
Hisbah Aceh Singkil Khususnya dengan bekerja sama dengan aparat Kampong
seperti Tokoh Agama dll. Dengan demikian agar lebih Efektif dengan
melibatkan seluruh intansi, tokoh-tokoh agama dan aparat kampong lainnya.

Terkait dengan Penegakan Hukum terhadap tindak pidana Khamar di
Kabupaten Aceh Singkil, dalam pelaksanan syariat Islam apabila di ukur
dengan keluarnya Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum jinayat

dalam melakukan sosialisasi, pengawasan, pembinaan, dan bantuan
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pelaksanaan hukuman cambuk terhadap jarimah Khamar terbilang sudah baik
dari segi kualitas layanan, walaupun dari sisi keefektifannya masih kurang. Hal
ini disebabkan masih ada yang melanggar aturan terkait khamar yang masih
terjadi seperti tersandung kasus yang sama terpidana khamar oleh karnius
warga gunung meriah yang dicambuk 40 Kkali, lantaran menjual tuak yang
dieksukusi oleh kejaksaan dan algojo dinas Satpol PP dan WH jelang idul fitri
1443H.7? Kemudian kasus 2 wargasuka makmur pedagang miras air tuak suling
nias dan tuak permentasi aren dengan barang bukti 25 liter air tuak yang telah
di amankan oleh Wilayatul Hisbah Aceh Singkil 26 april 2022. Kasus yang
terjadi pula pada penumpang kapal feri menurut dari informasi dari pelaku
minuman keras itu, yang ingin membawa minuman tuak suling keluar dari
Aceh Singkil yang hendak di bawa kedaerah sumatera utara. Namun karena
pelaku merupakan warga luar Aceh Singkil, petugas hanya memberikan
sosialisasi tentang hukum syariat Islam yang berlaku di Provinsi Aceh.

Keberadaan Wilayatul Hisbah  belum sepenuhnya memberikan
kontribusi yang cukup baik bagi ketertiban dan manfaat bagi masyarakat Aceh
Singkil. Keberadaan Wilayatul Hisbah saat ini belum sepenuhnya mampu
memberikan gerakan-gerakan atau suatu tanduk yang memberikan arti kepada
segenap masyarakat bahwa menjauhi kemaksiatan itu sangat penting dan taat
kepada peraturan syariat Islam itu wajib. Begitu juga dengan kinerja Wilayatul
Hisbah selama ini masyarakat belum merasakan dampak besar terhadap
penegakan Hukum syariat Islam, seharusnya Wilayatul Hisbah harus menonjol
dan lebih aktif lagi terhadap situasi yang terjadi di tiap-tiap Desa yang ada di
Kabupaten Aceh Singkil.

Dilihat dari penanganan kasus yang dihadapi Wilayatul Hisbah hanya
sering sekali kita lihat kasusnya hanya sampai dikantor Wilayatul Hisbah,
jarang sekali sampai proses pengadilan di Mahkamah Syariah. Harapan

"?Hasil wawancara dengan Bob Riswandi selaku seksi pengaduan dan penanganan
pelagangaran syariat islam, 28 April 2023
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masyarakat kedepannya Wilayatul Hisbah yang pertama sekali harus dibenahi
yaitu sistem perekrutan calon anggota Wilayatul Hisbah, sehingga apabila
sumber daya manusia nya baik maka tugas dan fungsi sebagai pengawas
hukum Syariat Islam akan terlaksana dengan sendirinya. Kemudian harapan
masyarkat Aceh Singkil dengan adanya lembaga Wilayatul Hisbah setidaknya
dapat mengurangi angka pelanggaran ganun yang berada ditiap-tiap Desa yang
ada di Kabupaten Aceh Singkil

Lembaga Satpol PP dan WH sudah melakukan amanah hukum yang
telah diresmikan dalam SK gubernur tentang tata kerja Satpol PP dan WH
dengan melakukan sosialisasi, pengawasan, sampai kepada tahap penangkapan
yang mana Satpol PP dan WH dalam melakukan pengawasan dibantu dengan
instansi  lain sehingga kasus-kasus tersebut bisa dieksekusi cambuk
sebagaimana yang telah diurai terdahulu.

Selama dalam melakukan penelitian yang dijalani, hambatan yang
dialami oleh Wilayatul Hisbah di dalam upaya melakukan tugasnya merupakan
masih mininmnya anggota Satpol PP dan pos pengawasan WH sekurang-
kurangnya di masing-masing Kecamatan hanyaada tersedia dibeberapa
kecamatan saja. Sejauh ini Satpol PP hanya sanggup melaksanakan
pengawasan Syariat Islam dimasing-masing daerah yang dapat dijangkau,
seperti tempat yang tidak jauh dari kantor Wilayatul Hisbah saja yang dapat
dijangkau dalam melakukan pengawasan. Satpol PP dan WH hanya sedikit di
tingkat desa dan keaktifan anggota Wilayatul Hisbah yang terdapat di hanya di
beberapa desa dalam pengawasan dikalangan masyarakat masih kurang
sedangkan kasus-kasus jarimah banyak ditemui di tingkat desa. Oleh karena itu
masi sedikitnya penegak hukum yang jadi satu penanda tidak efektif maupun

efesien.



BAB EMPAT
PENUTUP

Berdasarkan pembahasan sebagaimana yang telah dideskripsikan di
atas, maka pada bab ini penulis menyampaikan beberapa kesimpulan dan saran
sebagai berikut:

A. Kesimpulan

1. Tingkat penegakan hukum terhadap tindak pidana Khamar oleh
Wilayatul Hisbah dalam mengurangi khamar di Kabupaten Aceh
Singkil belum sepenuhnya efektif, dikarenakan ada beberapa hal, salah
satunya dikarenakan luasnya wilayah Aceh Singkil tidak dapat
menjangkau keseluruhan tempat dengan kurangnya pos penghubung di
beberapa Kecamatan masih belum ada seperti: Suro Makmur, Kuta
Baharu, Danau Paris, Kuala Baru dan wilayah yang berada di
kepulauan seperti Pulau Banyak.Tidak adanya kepastian jadwal yang
tertib dalam melaksanakan patroli kesegala tempat yang yang dicurigai
melakukan pelanggaran jarimah Khamar. Sehingga pengawasan
Wilayatul Hisbah itu tidak efektif.

2. Faktor-faktor yang menghambat Wilayatul Hisbah dalam mengurangi
Khamar di Aceh Singkil, disebabkan ada beberapa hal hambatan dari
pada kewenangan Wilayatul Hisbah, dikarenakan faktor internal:
kurangnya anggaran dan kurangnya sumber daya manusia. Faktor
eksternal  yaitu: kurangnya pemahaman masyarakat sehingga
pelanggaran jarimah Khamar masih dilakukan dan kurangnya
perlindungan pemerintah terhadap Wilayatul Hisbah di karenakan pada
saat turun kelapangan Wilayatul Hisbah masih mendapat ancaman dari
orang yang tidak senang dengan merasa bahwaaktivitasnya sudah di
batasi. Kemudian strategi Wilayatul Hisbah adalah melakukan patroli
ke tempat yang dicurigai, pembinaan terhap pelanggar syariat Islam,
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dan sosialisasi serta melakukan pendekatan khusus kepada remaja dan
orang tua yang masih melanggar jarimah Khamar.
B. Saran-saran

1. Untuk Satpol PP dan WH sebaiknya lebih di perhatikan lagi masyarakat
yang membeli, membawa, mengangkat, atau menghadiahkan khamar
dan sampai saat ini belum pernah di dapatkan atau belum pernah di
proses. Melakukan pendekatan kepada masyarakat serta pendekatan
adat istiadat, dengan melakukan arahan atau penyuluhan demi
menegakkan amar ma 7uf nahi mungkar karena itu adalah tugas semua
orang. Kemudian membangun kerja sama yang lebih dekat lagi dengan
lembaga seperti DSI, MPU, Tokoh agama dan tokoh masyarakat lainya,
agar penegakan syariat Islam bisa diharapkan efektif.

2. Untuk hambatan dan strategi Wilayatul Hisbah di harapakan
pemerintah Aceh Singkil di anjurkan memeliki komitmen besar untuk
menunjang penuh tugas Wilayatul Hisbah seperti dalam internal:
penambahan sumber daya manusia sertaanggaran operasional dan
Wilayatul Hisbah harus lebih bisa menumbuhkan serta memberikan
pemahaman lebih atas Qanun Hukum Jinayat agar terlaksana syariat

Islam secara kaffah.
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